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MOTTO

Kebahagiaan yang dilindungi, adalah kebahagiaan yang melindungi.*)

Orang-orang yang berhasil di dunia ini adalah orang-orang yang bangkit
dan mencari keadaan yang mereka inginkan, dan jika tak menemukannya,
mereka akan membuatnya sendiri.**)

(George Bernard Shaw)

*) Arief Gosita. 1983, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan). Jakarta : Akadermka
Pressindo.

**) Canfield Jack, Hansen Victor Mark, Kirberger Kimberly, dan Clark. 2003. Chicken Soup for
the College Soul. lakarta - PT Gramedia Pustaka Utama:
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RINGKASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Yang
Dilakukan Oleh Orang Dewasa (Dalam Kasus Perkara Nomor :
101/Pid.B/2004/PN.Mgt), Lilik Dwy Prasetio, 010710101184,2006, 42 him.

Perkembangan teknologi di segala bidang kehidupan tanpa disertai
dengan persiapan mental dan moral yang kuat akan membuat manusia tidak bisa
mengendalikan diri dalam perilaku kehidupannya. Hal tersebut jika dibiarkan
berlarut-larut akan menimbulkan dampak negatif, yaitu tindak kejahatan yang
meresahkan masyarakat. Salah satunya adalah tindak pidana pencabulan.
Pencabulan seiring dengan berjalannya waktu dan kehidupan di masyarakat, juga
mengalami peningkatan kasus yang sangal tinggl. Hal im membuat orangtua,
keluarga, masyarakat pada umumnya, dan pemerintah memjadi resah. Hal im
dikarenakan korban pencabulan rata-rata adalah anak yang masih di bawah umur.

Permasalahan vyang penulis angkat dalam I_skripsi ini adalah
bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban
pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa dan apa yang menjadi dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku pencabulan dalam
kasus perkara Nomor : 101/Pid B/2004 PN Mgt

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui, menganalisis,
dan mengkaji atau mcmbahﬁ permasalahan yang telah dirumuskan Oleh karena
itu, dalam menganalisis, atau membahas permasalahan tersebut, perlu dibantu
dengan suatu metode vang digunakan, maka obyek telaah penulisan skripsi ini
adalah hukum normatif Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder vaitu bahan hukum yang erat kaitannya
dengan bahan hukum primer. Selanjutnya, metode pengumpulan bahan hukum
adalah dengan metode bola salju dan metode sistematis. Di antara keduanya tidak
berdiri sendiri, sehingga adanya saling keterkaitan satu dengan yang lain.

Pembahasan dalam skripsi ini adalah untuk mengkaji perlindungan
hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan vang dilakukan oleh orang
dewasa, dan untuk mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
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pidana kepada pelaku pencabulan dalam kasus perkara Nomor
101/Pid B/2004/PN.Mgt. Titik berat pembahasan skripsi imi adalah masalah
perlindungan hukum terhadap korban pencabulan dan penjatuhan pidana kepada
pelaku pencabulan.

Hasil Pembahasan, atau Temuan yang diperoleh dari Penulisan skripsi ini
adalah perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan belum sepenuhnya
tercapai. Hal ini dikarenakan korban tidak dapat memperoleh dan mendapatkan
kepentingan dan hak-haknya guna mencapai keadilan dan kebenaran Putusan
hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun terhadap pelaku pencabulan
seharusnya merupakan kesalahan penerapan hukum. Hal ini karena JPU dan
hakim dalam menuntut dan menjatuhkan putusan masih menggunakan KUHP,
padahal UU Perlindungan Anak vyang mengatur secara khusus tentang
perlindungan terhadap anak sudah berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002. Jadi
seharusnya JPU dan hakim dalam menuntut dan menjatuhkan pidana
menggunakan ketentuan yang diatur dalam UU Pelindungan Anak.

Kesimpulan dalam penulisan skripsi ini bahwa perlindungan hukum
terhadap anak anak sebagai korban pencabulan khususnya dalam sitem peradilan
pidana belum sepenuhnya dapat tercapai, hal ini disebabkan bentuk perlindungan
hukum vang diberikan terhadap anak sebagai korban pencabulan masih terbatas
pada pemidanaan terhadap pelaku saja, tanpa adanya upaya untuk melindungi
hak-hak dari korban, Dasar pertimbangan hakim dalam memetus perkara Nomor :
101/Pid. B/2004/PN.Mgt, meliputi dua Faktor, yaitu faktor yuridis dan faktor non
yuridis.

w1l
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BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan
yang sebenarmya atau dasar pemikiran dari perlindungan anak itu sendin. Berawal
dan tujuan dan dasar pemikiran inilah baru dapat ditentukan hakikat serta wujud
dan perlindungan hukum vang sepatutnya diberikan terhadap anak Tujuan dan
dasar pemikiran dari perlindungan anak tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama
untuk mewujudkan kescjahteraan anak yang pada dasamya merupakan bagian
penting dari kesejahteraan sosial pada umumnya. Oleh karena itu, anak berhak
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial
secara utuh, serasi, selaras dan seimbang, serta berhak atas perlindungan dan
tindak kekerasan seksual dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak, memasuki era globalisasi di
Indonesia selama beberapa tahun ini meningkat dengan sangat tajam. Hal ini
memmbulkan kekhawatiran atau kecemasan, khususnya orang tua, keluarga,
masyarakat pada umumnya, pemerintah maupun negara, karena dapat mengancam
keselamatan anak vang dalam berbagai kasus banyak dijadikan sebagai korban
seperti perkosaan, perbuatan cabul, pelecehan seksual dan bentuk-bentuk
kejahatan atau pelanggaran scksual lainnya, Khusus dalam tindak pidana
pencabulan kebanvakan yvang menjadi korban adalah anak-anak vang belum
mencapai umur lima belas tahun atau belum dewasa.

Peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang menjadi korban
pencabulan atau kekerasan scksual lainnya, semakin menyadarkan dan mendesak
seluruh komponen masyarakat bahwa anak berhak untuk mendapatkan
perlindungan khusus dari orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun
negara. Upaya perlindungan terhadap anak adalah hal mutlak vang harus
dipenuhi, karena anak merupakan bagian dari harkat dan martabat sebagai
manusia seutuhnya. Untuk mewujudkan upava perlindungan terhadap anak,
diperlukan dukungan dari berbagai pihak, agar anak baik sccara kelompok
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maupun individu mampu meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, Dengan
disahkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) pada tanggal 22 Okiober 2002,
maka semakin lengkaplah peraturan perundang-undangan yang berkaitan
langsung dengan upaya perlindungan terhadap anak

Putusan perkara Nomor : 101/Pid B/2004/PN.Mgt, yang memutuskan
pelaku pencabulan tersebut dipidana selama 4 (empat) tahun penjara, belum
mencerminkan adanya upaya perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi
korban kekerasan seksual. Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan hakim dalam kasus
pencabulan tersebut masih berpedoman pada KUHP. Hal im berarti JPU dan
Hakim telah mengesampingkan berlakunya UU Perlindungan Anak yang
mengatur secara khusus tentang pencabulan terhadap anak. Dengan demikian
pembentukan UU Perlindungan Anak belum mendapatkan respon positf dan
aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban
pencabulan, demi terlindunginya hak-hak anak yang menjadi korban dan tindak
kejahatan kesusilaan.

Peran serta masyarakat dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan
perlindungan terhadap anak, dapat dilakukan baik melalui lembaga perlindungan
anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi
kemasyarakatan, organisasi sosial, dumia usaha, media massa, atau lembaga
pendidikan Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi
korban kekerasaan seksual maupun kejahatan kesusilaan, maka pendekatan yang
dapat dilakukan tidak terbatas pada aspek hukum saja tetapi juga sampai sejauh
mana masyarakat, pemerintah maupun negara turut ambil bagian dalam upaya
perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual atau
kejahatan kesusilaan, dengan adanya peran serta masyarakat dalam pembinaan
pengembangan dan perlindungan terhadap anak, diharapkan anak benar-benar
mendapat perlindungan dari kejahatan kesusilaan atau kekerasan seksual yang
dilakukan oleh orang dewasa.

Kasus kekerasan seksual atau kejahatan kesusilaan yang terjadi di
Indonesia tampaknya semakin bertambah banyak. Namun demikian, dalam
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Lad

penanganannya masih lamban dan pemidanaannya ringan apabila dibandingkan
dengan ancaman pidananya. Kasus tindak pidana pencabulan dalam perkara
Nomor : 101/Pid B/2004/PN.Mgt, penjatuhan pidana bagi pelaku pencabulan
tersebut menurut penulis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku Pelaku tindak pidana dalam kasus tersebut, melanggar Pasal 293 ayat (1)
jo Pasal 64 (1) KUHP tentang melakukan tindak pidana membujuk orang yang
belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya dengan cara mempergunakan
hadiah berupa uang atau barang atau dengan pengaruh yang berlebihan atau
dengan tipu untuk melakukan perbuatan cabul sebagai perbuatan yang diteruskan
atau berulang-ulang dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun
JPU dalam kasus ini hanya menuntut pelaku pencabulan dipidana penjara selama
2 (dua) tahun.

Dalam putusan perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt Hakim
Pengadilan Negeri Magetan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
bagi pelaku pencabulan tersebut. Padahal di dalam UU Perlindungan Anak Pasal
82 sangat jelas bahwa pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3
(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Putusan hakim vang ringan tersebut, semakin membuktikan kurang
adanya dukungan yang serius dan kepedulian dari aparat penegak hukum baik
secara struktural maupun fungsional, selain itu masih banyak diperlukan
peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perlindungan terhadap anak
korban kekerasan seksual Dalam upaya perlindungan terhadap anak korban
pencabulan diperlukan juga dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat,
lembaga sosial, pemerintah dan negara secara serius terarah dan terpadu yang
akan mengarah pada perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan
akan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Upaya mengkaji perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi
korban dalam tindak pidana pencabulan merupakan suatu hal yang relevan,
mengingat perlindungan yang diharapkan masih jauh dengan yang akan dicapai
atau diharapkan Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dalam
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penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul “PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PENCABULAN YANG
DILAKUKAN OLEH ORANG DEWASA (DALAM KASUS PERKARA
NOMOR : 101/PID.B2004/PN.MGT)".

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang vang telah dijelaskan di atas, maka untuk
dimulainya suatu pembahasan guna mencari kesimpulan dari suatu permasalahan,
penulis mencoba membatasi permasalahan dalam skripsi ini agar didapatkan
pembahasan yang lebih terfokus, vaitu :

1. Bagaimanakah penegakkan hukum terhadap perlindungan anak sebagai korban
pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa dalam kasus Perkara Nomor
:101/Pid.B/2004/PN. Mgt ?

2. Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana
terhadap  pelaku  pencabulan  dalam  kasus  Perkara  Nomor
:101/Pid B/2004/PN . Mgt ?

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut:

1. Untuk mengkaji penegakkan hukum terhadap perlindungan anak sebagai
korban pencabulan vang dilakukan oleh orang dewasa dalam Perkama
Nomor:101/Pid B/2004/PN Met :

2. Untuk mengkaji dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan
pidana  terhadap pelaku  pencabulan  dalam  kasus  Perkara
Nomor:101/Pid B/2004/PN.Mgt.

1.4 Metode Penelitian
1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian vang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian hukum normatif, baik yang bersumber dari undang-undang (hukum
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pidana positif), maupun dokumen-dokumen (putusan-pengadilan), asas-asas
hukum dan sebagainya, termasuk aspek-aspek non hukum sepanjang yang
berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, khususnya perlindungan hukum
terhadap anak vang menjadi korban dalam tindak pidana pencabulan (Arief
Amrullah, 2002:18).
1.4.2 Bahan Hukum
Bahan hukum dalam skripsi ini terdiri dari - (Hadjon, 1997:7)
a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP), UU Perlindungan Anak, dan Putusan Pengadilan
Negeri Magetan Nomor : 101/Pid. B/2004/PN.Mgt yang telah mempunyai
kekuatan hukum mengikat.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan
bahan hukum primer yaitu berupa bahan literatur, buku-buku yang bertulis
oleh ghli-ahli, surat kabar, hasil penelitian dan data-data yang dapat
mendukung bahan hukum primer lainnya.
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan
skripsi ini adalah: (Hadjon, 1997:14)
a. Metode Bola Salju
Metode ini digunakan dengan pencarian ide yang dikembangkan dengan
membaca artikel-artikel dan penelusuran informasi yang diperoleh berkaitan
dengan permasalahan yang akan dibahas Selanjutnya dilakukan pencatatan
referensi guna mendapat data yang diperlukan sebagai dasar penelitian,
sehingga proses pencarian data menjadi lebih berkembang.
b. Metode Sistematis
Pencatatan referensi dilakukan dengan metode kartu, yaitu setiap kartu
mewakili data suatu referensi yang telah dikaji sebagai bahan hukum. Data
tersebut diklarifikasikan atau dipisahkan sesuai dengan bidang-bidang ilmu


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

dan kajian sehingga memudahkan dalam menganalisa dan mengembangkan

permasalahan guna menghasilkan kesimpulan yang obyektif dan ilmiah.
1.3.4 Analisis Bahan Hukum

Datam penulisan skripsi ini penulis menggunakan analisa hukum normatif

atau legal analysis, yaitu dengan menggunakan penalaran deduktif dan penalaran
induktif (Hadjon, 1994:12-13). Penalaran deduktif yaitu langkah penerapan
hukum diawali dengan identifikasi hukum (hukum pidana positif) yang
selanjutnya, menggunakan penalaran induktif yaitu menghubungkan antara
aturan-aturan hukum (hukum pidana positify dengan fakta-fakta hukum
sebagaimana tercantum dalam perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt.

AN UL
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BAB 2. FAKTA, BAHAN HUKUM, KERANGKA TEORITIK

2.1 Fakta

Fakta vang diuraikan dalam penulisan skripsi ini merupakan kasus yang
diambil dari putusan Pengadilan Negeri Magetan Nomor:101/Pid B/2004/PN Mgt
Kronologi peristiwa pencabulan terhadap anak di bawah umur tersebut adalah

sebagai berikut :
- Terdakwa dalam kasus ini adalah :
MNama : Knisgianto;
Tempat lahir : Magetan;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/30 September 1969,
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Jawa;
Tempat tinggal : Ds. Tawangrejo RT.08/111 Kec.Takeran. Magetan;
Pekerjaan : Swasta;
Agama : Islam.
- Korban dalam kasus ini adalah :
Nama : Eka Agustina Dewi;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/2 Juli 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Suku - Indonesia/Jawa;
Tempat tinggal : Ds. Tawangrejo RT.08/111 Kec. Takeran Magetan;
Pekerjaan : Pelajar;
Agama : Islam.

Keduanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negen
Magetan.

Terdakwa Krisgianto pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat
diingat dengan pasti namun di sekitar bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan
Juli 2004, bertempat di dalam rumah milik saksi Herry yang berada di Desa
Tawangrejo Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan, secara berturut-turut dan
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berulang kali sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut, bersetubuh dengan
perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya
umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya,
bahwa ia belum masanya buat kawin.

Perbuatan cabul itu bermula dan perkenalan melalui pesawat telpon
(handphone) dengan saksi Eka pada sekitar pertengahan tahun 2003 lalu
dilanjutkan dengan saling berfemu dan berpacaran sehingga terdakwa mengetahui
saksi Eka saat itu masih berstatus pelajar dari sebuah SMU kelas I di Madiun serta
berusia sekitar 15 tahun. Kemudian di suatu kesempatan di sekitar bulan Maret
2003, terdakwa mengajak saksi Eka melakukan hubungan badan layaknya suami
istri dengan terlebih dahulu terdakwa mendatangi rumah saksi Eka tanpa
sepengetahuan orang tua dan saksi Eka, yakni saksi Herry di waktu malam hari
terdakwa masuk melewati jendela kamar tidur darn saksi Eka setelah itu terdakwa
merayu dan berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi Eka,
sechingga saksi Eka menuruti ajakan dari terdakwa tersebut selanjutnya baik
terdakwa maupun saksi Eka saling meraba dan berciuman lalu saat kemaluan
terdakwa terasa tegang terdakwa melepas celana panjang yang terdakwa pakai,
sementara itu saksi Eka juga melepas celana luar dan celana dalam vang
dikenakannya, setelah keduanya tidak lagi memakai celana terdakwa
membarningkan saksi Eka di lantai sedangkan terdakwa mengambil posisi di atas
menindih sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Eka
lalu digerakkan berulang kali sampai terdakwa merasa puas.

Setelah itu terdakwa dan saksi Eka berulang kali melakukan hubungan
badan layaknya suami istri sampai sekitar 15 kali di antara kurun waktu Agustus
2003 s/d Juni 2004 dengan mengambil tempat di dalam kamar tidur saksi Eka,
sampai pada akhimya sekitar tanggal 09 Juni 2004 saat terdakwa sedang berada di
dalam kamar saksi Fka, terdakwa tertangkap oleh saksi Herry yang merupakan
ayah dari saksi Eka karena curiga mendengar suara batuk dari dalam kamar saksi
Eka dan atas hal tersebut saksi Herry merasa keberatan dan mengadukan hal
tersebut pada pthak berwajib mengingat usia saksi Eka masih 15 tahun sesuai
Kutipan Akta Kelahiran No. 452/1988 yang tertera kelahiran saksi Eka pada
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tanggal 02 Juli 1988, Sedangkan berdasarkan hasil pemeriksaan medis diperoleh
kesimpulan pemenksaan colok dubur didapatkan robekan lama pada selaput dara
yang disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul sebagaimana tersebut dalam
Visum et Repertum yang dibuat dibawah sumpah jabatan oleh seorang dokter
yang bertugas di Puskesmas Takeran.

Petikan putusan dalam perkara Nomor : 101/Pid. B/2004/PN Mgt tentang
pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Krisgianto, yang terbukti melanggar
Pasal 293 ayat (1) jo Pasal 64 (1) KUHP tentang melakukan tindak pidana
membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya dengan
cara mempergunakan hadiah berupa uang atau barang dengan pengaruh yang
berlebihan atau dengan tipu untuk melakukan perbuatan cabul sebagai perbuatan
yang diteruskan atau berulang-ulang dengan ancaman pidana penjara paling lama
lima tahun. JPU dalam kasus ini hanya menuntut pelaku pencabulan tersebut
dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, dalam putusannya hakim menjatuhkan
pidana penjara selama 4 tahun. Temnyata, putusan hakim tersebut terjadi
perbedaan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni selama 2 tahun penjara.

2.2 Bahan Hukum
2.2.1 KUHP
2. Pasall
Avyat (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-
undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa.
b. Pasal 64
Ayat (2) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa
schingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut fvoortgezette
handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-
beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pokok vang paling
berat.
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C.

10

Pasal 285

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang

wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan

perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 287

Avat (1) Barangsiapa bersetubuh dengan secorang wanita di luar pernikahan,

padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umumya
belum lima belas tahun, atau kalan umurnya tidak ternyata, bahwa
belum mampu kawin diancam dengan pidana penjara paling lama
sembilan tahun.

Avat (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya

wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal
tersebut Pasal 291 dan Pasal 294,

Pasal 289

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam

karena melakukan perbuatan yvang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan
pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 290

Ayat (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal
diketahm, atau sepatutnya harus diduga, bahwa umumya belum
lima belas tahun atau kalau umumya tidak ternyvata, bahwa belum
mampu dikawin ;

Ayat (3) Barangsiapa membujuk seseorang vang diketahui atau sepatutnya
harus diduga bahwa umumnya belum lima belas tahun atau kalau
umumya tidak termyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk
melakukan atau membiarkan dilakukan perbutan cabul, atau
bersetubuh di luar pernikahan dangan orang lain.

Pasal 293

Ayat (1) Barangsiapa dengan memben atau menjanjikan uang atau barang,
menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan,
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atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum
cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal
tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus
diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Ayat (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan dar orang yang
dilakukan kejahatan itu terhadapnya.

2.2.2 KUHAP
a. Pasal 98

Avat (1) Jika suatu perbuatan vang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu
pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan
kerugian bagi orang lain, maka halam ketua sidang atas permintaan
orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara
gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Avat (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanva dapat
diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan
tuntutan pidana, Dalam hal penuntutan umum tidak hadir,
permintaan  diajukan  selambat-lambatnya sebelum halam
menjatuhkan putusan.

b. Pasal 183
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sckurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya.
c. Pasal 184
Ayat (1) Alat bukti yang sah ialah :
a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
¢. Surat,
d. Petunjuk;
e. Keterangan terdakwa.
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Ayat (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.
2.2.3 UU Perlindungan Anak
a. Pasald
Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi
secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.
b. Pasal 13
Ayat (1) Setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain
manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak
mendapat perlindungan dan perlakuan :
a. disknminasi;
eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
penelantaran;
kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
ketidakadilan; dan
perlakuan salah lainnya.
Ayat (2) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala
bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka
pelaku dikenakan pemberatan hukuman

&

e A0

c. Pasal 82
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau
membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbutan cabul,
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling
singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000.00 (tiga ratus
juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2.2.4 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
a. Pasal 58
Ayat (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan
segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan
buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua
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atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas
pengasuhan anak tersebut.

b. Pasal 65 Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dan kegiatan
eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan perdagangan anak
serta dari berbagai untuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika
dan zat adiktif lainya.

2.3 Kerangka Teoritik
2.3.1 Pengertian Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif di Indonesia
Anak dalam hukum positif kita bersifat pluralisme, ini sebagai akibat tiap-
tiap peraturan perundang-undangan mengatur sccara tersendiri. Sebaga
pertimbangan dalam analisis. di bawah ini dikemukakan beberapa pengertian anak
menurut Darwan Prinst (1997:2) didasarkan pada undang-undang yang ada atau
para sarjana adalah sebagai berikut :
1. UU Perlindungan Anak
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk
anak yang masih dalam kandungan.
2. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM
Anak adalah setiap manusia yang masih berusia di bawah 18 (delapan belas)
tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan,
apabila hal terscbut adalah demi kepentingannya.
3. KUHP
Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum
berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena ifu, apabila ia tersangkut dalam
perkara pidana hakim boleh memenntahkan supaya si tersalah itu
dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak
dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada
pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46,
dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirmya UU No.3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak.
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Dalam KUHP terdapat beberapa macam kmitena wanita yang dapat
dikatakan belum dewasa atau dengan kata lain anak (wanita) di bawah umur.
Macam-macam dan kriteria wanita tersebut adalah sebagai berikut :

a. Batasan anak yang dapat dikatakan di bawah umur menurut pasal 287 ayat
(1) KUHP adalah umurnya belum cukup lima belas tahun atau apabila tidak
dapat diketahui berapa usianya maka wanita itu merupakan seorang yang
belum dapat dinikahi;

b. Wanita yang belum mencapai usia dua belas tahun (diatur dalam pasal 287
ayat (2) KUHP);

¢ Wanita yang belum dapat dinikahi (diatur dalam pasal 288 (2) KUHP).

4. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok Perkawinan

Menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Pokok Perkawinan menyatakan

seorang laki-laki hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19

(sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. Penyimpangan atas

hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Dalam praktek terdapat kesulitan menentukan usia, karena tidak semua orang

mempunyai Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir, akibatnya dalam

menentukan usia, dipergunakan Rapor, Surat Baptis atau Surat Keterangan dan

Kepala Desa/Lurah. Oleh karena itu, kadang terdapat kejanggalan, anak

berbadan besar lengkap dengan kumis dan jenggotnya tapi menurut keterangan

usia masih muda, malahan ada kalanya orang yang terlibat kasus pidana
membuat keterangan masih anak-anak sementara usia sudah dewasa dan sudah
kawin.

Pelanggaran dalam kasus-kasus memperkerjakan buruh anak juga terjadi,

misalnya anak usia 12 (dua belas) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun.

Sementara ciri-cin lahinah seperti ukuran badan, buah dada, dan lain-lain jelas

ia masih anak-anak.

5. UU Pengadilan Anak

Undang-undang Pengadilan Anak Pasal 1 ayat (2) merumuskan, bahwa
anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan
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belum pernah menikah. Jadi usia anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan)
tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum pemah kawin, maksudnva
tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian
ceral. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya
putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun
umurnya belum genap (delapan belas) tahun.

6. Hukum Perburuhan

Pasal | (1) Undang-undang Pokok Perburuhan (Undang-undang No. 12

Tahun 1948) mendefinisikan, anak adalah orang laki-laki atau perempuan

berumur 14 tahun ke bawah

7. Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata menvatakan, orang belum dewasa adalah mereka
vang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih
dahulu kawin.

8 Menurut petunjuk Khusus Tentang Operasi Penerangan Inpres No. 6 Tahun
1971 mengenai kenakalan remaja menentukan batas umur yaitu anak vang
masih berusia antara 12 (dua belas) tahun sampai 17 (tujuh belas) tahun dan
batas umur atas vaitu anak yang berusia antara 17 (tujuh belas) tahun sampai
18 (delapan belas) tahun.

9. Menurut Poerwadarminta (1976:36) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia
anak dibawah umur adalah manusia yang masih kecil yang baru berusia 6
(enam) tahun. Jadi pengertian anak di bawah umur adalah manusia yang
umurnya belum cukup dikatakan dewasa.

KUHP mengatur umur anak sebagai korban tindak pidana adalah belum

genap berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 285,

287, 290, 293, 294, 295, 297 dan lain-lainnya. Pasal-pasal tidak

mengkualifikasikannya sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan

terhadap/orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana karena

dilakukan dengan/terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun.
Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat ditarik pengertian, bahwa batasan

mengenai umur anak dalam tata hukum Indonesia masih terdapat banvak
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perbedaaan bergantung pada tujuan pembentukan undang-undang tersebut,
sehingga pembatasan umur anak guna penulisan skripsi im penulis menggunakan
dasar UU Perlindungan Anak.

2.3.2 Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Usaha perlindungan hak-hak anak oleh dunia internasional sudah dimulai
sejak deklarasi PBB tahun 1959 tentang Hak-Hak Anak dan terakhir Konvensi
Hak Anak (Convention of The Right of The Child) tahun 1989 yang kemudian
dituangkan dalam Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989.
Konvensi ini berisi tentang penegasan hak-hak anak perlindungan anak oleh
negara dan peran serta berbagai pihak (negara, masyarakat dan swasta) dalam
menjamin perlindungan hak-hak anak.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana
setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan
anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan
demikian perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan
bernegara dan bermasyarakat menurut Arief Gosita (dalam Dellyana, 1988:18).

Menurut Arief Gosita (dalam Dellyana, 1988:19), perlindungan anak harus
tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan bemegara dan
bermasyarakat. Dalam rangka melaksanakan perlindungan maka setiap anggota
masyarakat dengan kerjasama pemerintah, harus ikut serta menciptakan situasi
perlindungan anak secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai bidang
kehidupan. Jadi perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan
nasional Melindungi anak adalah melindungi manusia yang berarti membangun
manusia seutuhnya Hakekat pembangunan nasional adalah membangun manusia
Indonesia seutuhnya, jadi mengabaikan masalah perlindungan anak tidak akan
membangun manusia seutuhnya dan tidak memantapkan pembangunan nasional.

Ditinjau secara garis besar dapat disebutkan bahwa perlindungan anak
dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu :

a. Perlindungan yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam:
1.bidang hukum publik;
2.bidang hukum keperdataan.
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b. Perlindungan vang bersifat non yuridis, meliputi :
1 .bidang sosial;
2 bidang kesehatan;
3.bidang pendidikan;
4 bidang keamanan (Abintoro Prakoso, 2005:4).

Jadi perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan
hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak. Dalam
seminar perlindungan anak vang diadakan oleh “Pra Yuwana” (Abintoro
Prakoso, 2005:4-5). pada tahun1997 terdapat dua rumusan tentang perlindungan
anak vaitu :

1. Segala dava upava vang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan keamanan,
penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, sosial anak dan
remaja vang sesuai dengan kepentingan hak asasinya,

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan,
keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta yang bertujuan
mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah
menikah sesuai dengan hak asasi manusia dan kepentingannya agar dapat
mengembangkan dirinya secara seoptimal mungkin.

Perlindungan yang dapat diberikan terhadap amak sebagai korban
kejahatan dapat diwujudkan dalam pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban
kejahatan dengan mengusahakan pencegahan terjadinya korban serta pengambilan
tindakan pemberian bantuan, pendampingan kepada para korban dalam
penyelesaian permasalahan dengan usaha-usaha yang dapat dilakukan yaitu :

1. Memberikan bantuan dan mendampingi pihak korban dalam mengatasi
permasalahan bersama lembaga-lembaga sosial, instansi yang berkaitan.
Misalnya petugas pelayanan terhadap anak korban kejahatan mendampingi
pihak anak atau pihak anak sebagai korban melapor ke polisi, mencari bantuan
medis pertama, meminta bantuan hukum, membantu mengusahakan
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pengamanan korban, menghubungi orang tua, keluarganya, guru dan
sebagainya,

2, Mendampingi atau mengusahakan pendampingan bersama oleh orang lain
untuk para korban atau calon korban;

3. Memberikan bantuan pertama materiil (keperluan primer);

4, Mengembangkan kegiatan lain yang dapat mendukung pembenan pelayanan
kepada para korban bersama-sama dengan badan pemerintah maupun non
pemerintah;

5. Membantu memberikan informasi dan bimbingan kepada anggota masyarakat
untuk memberikan motivasi serta berpastisipasi dalam pelayanan terhadap
anak korban kejahatan sesuai dengan kemampuan (Arief Gosita, 1993:244).

2.3.3 Pengertian Pencabulan dan Unsur-unsurnya

a. Pengertian Pencabulan

Tindak pidana pencabulan di dalam KUHP tidak disebutkan secara tegas.
Disamping itu, definisi dari pencabulan tidak disebutkan dalam KUHP.
Pengertian pencabulan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), diartikan
dengan keji dan kotor (melangpar kesopanan dan seterusnya), sedangkan
pencabulan adalah perbuatan buruk (melanggar kesusilaan), berbuat tidak senonoh
(melanggar kesusilaan perempuan-perempuan lacur) (Poerwadarminta, 1976:176).

Pengertian pencabulan menurut R. Soesilo (1988:212) adalah segala
perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji,
semuanya dalam linpkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: ciuman, meraba-raba
angpota kemaluan meraba-raba buah dada dan sebagainya termasuk pula
persetubuhan.

Komentar R. Soesilo tentang pencabulan yang mana persetubuhan masuk
ke dalam tindak pidana pencabulan. Didukung oleh pendapat Njowito Hamdani
bersama Suharjo (1997:95) yang memberikan batasan bahwa pencabulan adalah
suatu tindakan atau tontonan yang sengaja dilakukan untuk membangkitkan nafsu
birahi atau seksual, termasuk pula persetubuhan

Menurut Mohammad Anwar (1986:231) bahwa pencabulan adalah semua
yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, setiap perbuatan terhadap badan atau
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dengan badan sendin maupun badan orang lain yang melanggar kesopanan.
Sehingga jelas bahwa pencabulan adalah sama kelompok berbagai jenis perbuatan
yang melanggar kesopanan atau kesusilaan, juga termasuk perbuatan
persetubuhan di luar perkawinan.

Dengan demikian, dari pendapat-pendapat tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar
kesusilaan atau kesopanan yang dilakukan untuk membangkitkan nafsu birahi
termasuk persetubuhan Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pencabulan
adalah awal terjadinya persetubuhan, asalkan persetubuhan tersebut tidak
dilakukan dengan paksaan.

Pencabulan dikatakan sebagai awal terjadinya persetubuhan karena
sebelum pelaku pencabulan tersebut melakukan aksinya, ia terlebih dahulu
mengadakan rangsangan-rangsangan kepada korbannya. Rangsangan tersebut
dapat berupa mencium pipi atau tubuh lainnya, meraba-raba buah dada, meraba-
raba anggota kemaluan dari korban. Pencabulan ini dianggap selesai apabila
unsur-unsur vang terkandung dalam pencabulan telah dilaksanakan oleh pelaku.
Jika pelaku meneruskan perbutannya sampai sedemikian rupa yang dalam hal ini
disebut persetubuhan, maka Lamintang (1990:201) memberikan pengertian
tentang tindakan melanggar kesusilaan adalah juga perbuatan melakukan
persetubuhan di luar perkawinan. Sejauh ketentuan ini menetapkan sebagai
perbuatan di luar perkawinan dengan seorang wanita yang telah berusia dua belas
tahun tetapi belum mencapai lima belas tahun sebagai perbuatan yang dapat
dihukum, maka hal ini sesuai dengan Pasal 293 ayat (1) KUHP. Jadi persetubuhan
dapat dimasukkan ke dalam pengertian pencabulan, asalkan unsur-unsur yang
terdapat dalam perbuatan pencabulan harus terpenuhi.

b. Unsur-Unsur Pencabulan
Unsur-unsur Pencabulan yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1) KUHP
adalah sebagai berikut:
1. Unsur Subyektif :
a. yang ia ketahui;
b. yang sepantasnya harus ia duga.
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2. Unsur Obyelktif :
a.barang siapa;
b.memberi atau menjanjikan uang atau barang;
¢.dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan
baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan
perbuatan cabul dengan dia.

Pelaku dapat dikatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subyektif
yang tersebut di atas, jika penuntut umum atau hakim harus dapat membuktikan,
bahwa pelaku memang mengetahui atau dapat menduga bahwa laki-laki yang
mengadakan hubungan dengan perempuan di luar pernikahan, dan belum
mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi. Jika pengetahuan atau
dugaan pelaku tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan di sidang pengadilan maka
hakim akan memberikan putusan bebas bagi pelaku.

Unsur Obyektif pertama dan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 293
ayat (1) KUHP ialah unsur barang siapa, kata barangsiapa itu menunjukkan setiap
orang yang merupakan subyek hukum vang diakui oleh undang-undang, dengan
segala tingkah lakunya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya secara hukum
dan apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur
dalam Pasal 293 ayat (1), maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana
tersebut.

Unsur Obyektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat
(1) talah unsur memberi atau menjanjikan uang atau barang. Untuk terpenuhinya
unsur ini pelaku dalam melakukan perbuatan pencabulan itu didahului dengan
membenikan atau menjanjikan uang atau barang untuk korban, schingga korban
mau dan menuruti semua yang dilakukan pelaku terhadap korban.

Unsur ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat (1) ialah
dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik
tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul
dengan dia. Dalam unsur ketiga ini pelaku dalam melakukan perbuatannya
terlebih dahulu membujuk atau memberikan janji-janji kepada korban yang belum
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cukup umur dan tingkah lakunya, sehingga pelaku dapat melakukan perbuatan
cabul itu kepada korban.

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 293 ayat (2) KUHP, Undang-
undang telah menentukan bahwa pelaku dari tindak pidana yang di atur dalam
Pasal 293 ayat (1) KUHP itu, tidak akan dituntut kecuali jika ada pengaduan. Oleh
karena itu, Pasal 293 disebut sebagai delik aduan, apabila persetubuhan dilakukan
dengan wanita yang belum berusia 15 tahun tetapi telah di atas 12 tahun, dan tidak
mengakibatkan luka parah atau mati.

Persetubuhan yang dilakukan itu tidak ada paksaan seperti yang diatur
dalam Pasal 293 KUHP, maka pelaku baru dapat dituntut di muka sidang
pengadilan apabila ada pengaduan dari pihak korban kecuali apabila korban
belum berumur dua belas tahun, bahwa tanpa pengaduan dari pihak korban pelaku
sudah dapat diajukan ke muka pengadilan.

Pengaduan atas tindak pidana pencabulan oleh undang-undang diben
waktu enam bulan, sejak orang vang berhak mengadu mengetahui adanya
kejahatan. Dalam tempo sembilan bulan apabila pengadu bertempat tinggal di luar
negara Indonesia. Pengaduan dapat ditarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah
pengaduan dikirim ke penyidik atau berkas perkaranya telah di tangan JPU.

2.3.4 Pengertian Persetubuhan

Di dalam pasal-pasal KUHP tidak ada satu pasalpun yang menjelaskan
mengenai pengertian persetubuhan. Tetapi walaupun demikian di dalam KUHP
terdapat pasal yang mengatur tentang persetubuhan karena dalam hal ini termasuk
dalam pasal-pasal kesusilaan.

Aturan-aturan tentang melakukan perbuatan yang mengharuskan adanya
persetubuhan antara lain Pasal 284 KUHP sampai dengan Pasal 288 KUHP.
Pasal-pasal tersebut merupakan pasal yang memasukkan persetubuhan sebagai
satu tindak pidana Sebagai contoh Pasal 287 KUHP diatur tentang bersetubuh
dengan wanita vang bukan isterinya sedang diketahui perempuan itu belum cukup
umur dan belum masanya untuk kawin. Berikut imi pengertian persetubuhan
menurut beberapa tokoh antara lain :
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a) Amest HR 5 Februari 1912 W 9292 sebagaimana dikutip oleh R. Soesilo
(1976:181) adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan
yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-
laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan schingga
mengeluarkan air mani.

b) Njowito Hamdani (1992:158) menyatakan, definisi persetubuhan secara medik
adalah perpaduan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan
dengan penetrasi yang seringan-ringannya dengan atau tanpa mengeluarkan
air mani yang mengandung sel mani.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan
korbannya seorang gadis belum dewasa, pasal yang dapat dikenakan adalah Pasal
287 ayat (1) KUHP dalam pasal ini disebutkan bahwa persetubuhan yang
dilakukan dengan perempuan yang bukan isterinya padahal diketahuinya bahwa
umur perempuan itu belum pantas masanya untuk kawin, dipidana dengan pidana
penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Dalam ketentuan Pasal 287 KUHP terdapat unsur untuk membuktikan
adanya tindak pidana persetubuhan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai
berikut : Persetubuhan; perempuan itu bukan isterinya; perempuan itu belum
cukup umur atau belum pantas untuk kawin. Penjelasan dan unsur-unsur
persetubuhan menurut Pasal 287 KUHP adalah sebagai berikut :

“Unsur pertama dari tindak pidana persetubuhan yang diatur dalam Pasal
287 ayat (1) KUHP ialah unsur persctubuhan, unsur ini mempunyai arti bahwa
persetubuhan merupakan peraduan antara anggota kelamin laki-laki dan
perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-
laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan schingga mengeluarkan air
mani yang mengandung sel mani Unsur kedua dan tindak pidana persetubuhan
yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur perempuan itu bukan
isterinya, artinya bahwa perempuan yang diajak melakukan persetubuhan itu
merupakan orang lain di luar ikatan kawin dengan pelaku, jadi antara pelaku dan
perempuan itu tidak ada ikatan perkawinan yang sah. Unsur ketiga dan tidak
pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) ialah perempuan itu belum cukup
umur atau belum pantas untuk kawin, artinya pelaku harus mengetahui atau patut
dapat menyangka bahwa perempuan itu belum cukup umur atau bila tidak terang
berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin.”
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Persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dalam
Pasal 287 KUHP, mengemukakan bahwa dalam upaya pembuktian terjadinya
persetubuhan diperiukan beberapa unsur untuk terpenuhinya perbuatan tersebut
merupakan perbuatan pidana, jadi dalam hal ini aparat harus mampu
membuktikan pelaku persetubuhan telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam
Pasal 287 KUHP.

UU Perlindungan Anak mengatur persetubuhan dalam Pasal 81 ayat (1)
yang mengemukakan bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang
lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tabun dan paling
singkat 3 (tiga) tahun, dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupigh) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”.
Sedangkan dalam ayat 2 menyebutkan bahwa “ketentuan pidana sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak
melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”,

Dengan adanya ketentuan Pasal 81 UU Perlindungan Anak tersebut,
semakin jelaslah bahwa negara berusaha memberikan perlindungan yang
semaksimal mungkin terhadap adanya upaya persctubuhan yang dilakukan oleh
orang dewasa terhadap anak. Dengan demikian aparat penegak hukum harus
bertindak tegas dan bersungguh-sungguh menjalankan amanat yang ada dalam
UU Perlindungan Anak tersebut.
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BAB 3. PEMBAHASAN

3.1 Penegakkan Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban
Pencabulan yang Dilakukan Oleh Orang Dewasa Dalam Kasus Perkara
Nomor : 101/Pid.B/2004/Pn. Mgt

Pencabulan sebagai salah satu dari kejahatan kesustlaan merupakan bentuk
dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta aspek
kehidupan masyarakat yang mengalami pergeseran budaya. Keadaan seperti ini
tidak saja membawa dampak kerugian langsung bagi anak yang menjadi korban,
tetapi juga membawa dampak yang bisa menciptakan suasana ketakutan dan
kegelisahan dalam masyarakat, sehingga anak yang menjadi korban pencabulan
mengalami penderitaan psikologis (goncangan jiwa) yang hebat. Namun
demikian, kasus pencabulan belum mendapatkan perhatian yang serius dan
masyarakat, bahkan masyarakat masih menganggap pencabulan sebagai
permasalahan pribadi dan bersifat aib, sehingga korban atau keluarganya sendiri
vang harus bertanggung jawab.

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban dalam hukum
pidana positif di Indonesia masih belum memadai, karena negara melalui aparat
penegak hukumnya belum menganggap sebagai permasalahan sosial yang serius
dan harus segera diatasi. Terjadinya berbagai tindak pidana pencabulan dalam
masvarakat merupakan indikasi bahwa semakin banyak korban anak dengan
berbagai kerugian yang tak terelakkan. Kerugian yang timbul tersebut bisa
diderita oleh korban sendiri secara langsung maupun orang lain secara tidak
langsung, yaitu keluarga atau kerabat maupun masyarakat secara umum.

Upaya perlindungan hukum diperlukan untuk anak yang menjadi korban
pencabulan, sehingga dalam penulisan skripsi ini penulis mengkhususkan
perlindungan pada kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan
menggunakan sistem peradilan pidana, yang dimulai dan proses pemeriksaan
penyidikan sampai proses peradilan. Perlindungan hukum menurut Philipus M.
Hadjon (1987:2) adalah perlindungan hukum dalam pengertian yang luas, yaitu
dilakukan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum yang
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dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah perlindungan secara represif, yaitu
perlindungan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum im
berhubungan dengan kedudukan anak yang menjadi korban dalam sistem
peradilan pidana sebagai saksi korban, karena korban yang mengetahui atau
mengalami sendiri dapat memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya guna
mencapai keadilan dan kebenaran.

Kerugian bagi anak yang menjadi korban pencabulan secara sosiologis
diperlukan suatu penanganan yang menyeluruh dari negara dan semua warga
negara, sebab masyarakat dipandang sebagai sistem kepercayaan yang melembaga
(System of Instutionalized Trust). Tanpa adanya kepercayaan ini maka kehidupan
sosial tidak mungkin berjalan dengan baik  sebab tidak ada patokan yang pasti
dalam bertingkah laku Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang
dickspresikan di dalam struktur organisasi seperti polisi, jaksa, pengadilan dan
sebagainya. Bagi anak korban pencabulan, terjadinya kejabatan terhadap dirinya
akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut dan pengaturan hukum pidana
serta lainnya yang berfungsi untuk mengembalikan kepercayaan tersebut (Muladi
dan Barda Nawawi Arief, 1992:77).

Peran serta polisi, jaksa, pengadilan dalam upaya mengembalikan sistem
kepercayaan dalam suatu masyarakat sangatlah penting, karena masyarakat dalam
bertingkah laku selalu berpedoman pada kepercayaan yang mereka gunakan
sebagai pedoman dalam kehidupan sechari-hari. Oleh karena itu, masyarakat
berharap agar aparat penegak hukum dapat mengembalikan sistem kepercayaan
tersebut, sehingga menuntut para aparat penegak hukum untuk benar-benar tegas
dalam menangani kasus kejahatan kesusilaan khususnya pencabulan terhadap
anak.

Berkaitan dengan perlindungan anak korban pencabulan berdasarkan pasal
293 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang pencabulan dengan cara memben
hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan sengaja membujuk
orang di bawah umur yang tidak cacat kelakuannya, yang diketahuinya atau dapat
disangka masih di bawah umur, untuk melakukan perbuatan cabul dengan dia,
atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana penjara
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selama-lamanya lima tahun. Hal y;tng harus diperhatikan pada Pasal 293 KUHP,
khususnya unsur kesalahan dengan diketahuinya atau dapat disangkanya masih di
bawah umur, maksudnya si pria secara layak/wajar dapat menduga bahwa umur
korban tersebut, belum 15 (lima belas) tahun. Jika tubuh korban seperti wanita
dewasa maka akan sulit untuk membuktikan kesalahan pelaku, karena unsur
diketahui atau patut dapat disangkanya tidak terbukti sebagai sarana dalam
melakukan persetubuhan dengan korban. Hal ini akan berakibat lemahnya
tuntutan pidana pada pelaku pencabulan yang diancamkan kepadanya, karena
tidak diketahui atau tidak patut diduga umur dari si korban tersebut, sehingga
dapat dibebaskannya pelaku dari tindak pidana pencabulan yang diancamkan
kepadanya.

Untuk mengatasi masalah pembuktian pada unsur kesalahan tersebut,
seyogyanya rumusan yang tercantum dalam Pasal 293 ayat (1) dilakukan
peninjauan kembali. Selain hal tersebut di atas, pada Pasal 293 ayat (1) tidak ada
ancaman pidana minimumnya, schingga dengan tidak ada ancaman pidana
minimum pada Pasal 293 ayat (1), dapat berakibat lepasnya pelaku dan tindak
pidana pencabulan yang telah dilakukannya. Dengan lepasnya pelaku pencabulan
tersebut berarti untuk selanjutnya justru akan memperlemah perlindungan
terhadap korban potensial (mencegah agar orang lain atau masyarakat tidak
menjadi korban). Pasal 293 ayat (2) KUHP menentukan tentang delik aduan,
dimana dengan adanya ketentuan tentang delik aduan ini mengakibatkan si korban
tidak mendapatkan perlindungan, karena aparat penegak hukum tidak akan
menindaklanjuti pelaku yang telah melakukan pencabulan, karena si korban tidak
melakukan pengaduan tentang pencabulan yang menimpa dirinya.

Menurut Aroma Elmina Martha (2003 : 60-61) mengemukakan bahwa :
tindak kekerasan terhadap perempuan boleh dikatakan sebagai salah satu bentuk
kejahatan yang paling sering tidak dilaporkan korban/keluarga pada lembaga yang
berwenang menanganinya, yaitu Lembaga Kepolisian. Adanya non reporting ini
disebabkan oleh berbagai hal, antara lain :

1. Korban malu karena peristiwa ini telah mencemarkan dirinya, baik secara
fisik, psikologis maupun sosiologis;
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2. Korban merasa bahwa proses peradilan pidana terhadap kasus ini belum tentu
dapat membuat dipidananya pelaku;

3. Korban khawatir bahwa diprosesnya kasus ini akan membawa cemar yang
lebih tinggi pada dirinya (misalnya melalui publikasi media massa, atau cara
pemeriksaan aparat hukum yang dirasanya membuat makin terluka),

4. Korban khawatir akan retaliasi atau pembalasan dari pelaku (terutama jika
pelaku adalah orang yang dekat dengan dirinya).

Menurut Greenberg, Wilson dan Mills (1982) dalam penelitian
eksperimental menemukan bahwa hal-hal utama yang menyebabkan korban tidak
mau melaporkan kasus kejahatan (Sahetapy, 1987:92) adalah :

1. Masalah tersebut tidak terlalu penting untuk dilaporkan, dan tidak
menguntungkan bila dilaporkan;

2. Kasus tersebut tidak dapat ditangani dengan baik, karepa polisi tidak efektif
dalam bekerja;

3. Korban takut mendapat pembalasan dari si pelaku bila melaporkan kejadian
tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka apabila pihak korban tidak mau
melaporkan kejadian yang menimpa anaknya kepada yang berwajib, dalam hal ini
adalah kepolisian merupakan penghambat bagi bekerjanya sistem peradilan
pidana. Jika sikap tersebut berlanjut, justru akan meningkatkan angka terjadinya
kasus pencabulan karena si pelaku merasa aman dan sebaliknya akan
menimbulkan calon-calon korban berikutnya. Pengaduan dari seorang yang telah
melaporkan atas peristiwa pencabulan yang terjadi disertai bukti-bukti yang
cukup, maka besar kemungkinan kasus tersebut dapat dilakukan penyidikan lebih
lanjut. Akan tetapi, dalam penyidikan kasus pencabulan masalah pembuktian
untuk memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dituduhkan ini merupakan pekerjaan
yang cukup sulit, antara lain karena seringkali polisi menemui kurang adanya
bukti yang mendukung atas perbuatan yang telah dilakukan sesuai pasal 184
KUHAP, terutama apabila tidak ada saksi yang melihat atau mendengar kejadian
tersebut selain korban itu sendiri. Hal ini dipersulit lagi dengan adanya korban
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vang tidak mau melakukan pemeriksaan secara medis untuk membuktikan bahwa
telah terjadi pencabulan terhadap dirinya.

Dalam kasus perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt pihak korban yang
melakukan pengaduan kepada yang berwajib adalah ayah dan korban
pencabulan, dengan adanya pengaduan tersebut polisi langsung dengan cepat
berusaha menangani masalah pencabulan tersebut, dengan cara mencari bukti-
bukti, memanggil saksi-saksi, pemeriksaan medis kepada korban pencabulan, dan
penangkapan pelaku pencabulan untuk dimintai keterangan mengenai pencabulan
yang dilakukan olehnya, untuk disesuaikan dengan keterangan dan pihak pelapor.
Setelah semua bukti terkumpul polisi menyusun berkas perkara dan segera
diserahkan ke JPU untuk menuntut pelaku pencabulan tersebut Setelah
melakukan pemenksaan kelengkapan berkas perkara JPU segera mengajukan
terdakwa untuk dilakukan persidangan terhadap pelaku pencabulan.

Putusan kasus perkara pencabulan Nomor : 101/Pid. B/2004/PN.Mgt hakim
menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Ternyata putusan ini lebih
berat dari tuntutan JPU kepada terdakwa yaitu selama 2 (dua) tahun penjara.
Schubungan dengan hal tersebut, jika di bandingkan dengan ancaman pidana
maksimal yang diatur dalam Pasal 293 (1) selama 5 tahun penjara dan penjatuhan
pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan lainnya yaitu Pasal 82 Ayat
(1) UU Perlindungan Anak bahwa pelaku pencabulan terhadap anak di bawah
umur dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan
paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Dengan demikian, dalam UU Perlindungan anak ini sudah ada ketentuan
di mana seorang pelaku pencabulan agar dijatuhi hukuman setimpal dengan
kejahatan yang telah dilakukannya karena dalam Pasal 82 ayat (1) ada ketentuan
ancaman pidana minimum dan maksimumnya, berbeda dengan ketentuan pasal
293 Ayat (1) KUHP yang tidak mengatur ancaman pidana minimum bagi pelaku
pencabulan. Dengan berlakunya UU Perlindungan Anak pelaku pencabulan akan
sulit lepas dan ancaman pidananya. Oleh karena itu, apabila seorang hakim
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memperhatikan ketentuan undang-undang ini, maka perlindungan terhadap anak
yang menjadi korban pencabulan dapat segera terwujud secara memadai.

Pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan bertujuan tidak
semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (straf), tetapi di samping itu juga
dengan menggunakan tindakan-tindakan yang tidak ada sifat pembalasannya
dengan maksud menjaga keamanan dalam masyarakat, memenuhi rasa keadilan,
menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan di kemudian hari atau
untuk mendidik serta memperbaiki orang yang melakukan kejahatan agar menjadi
orang vang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat (Suparman
Marzuki, 1995:65). Tujuan lain dari pemidanaan adalah, banyak dikedepankan
vakni untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan karena tindak pidana dalam
masyarakat (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:78). Dengan dipidananya
pelaku pencabulan diharapkan akan timbul efek jera dalam diri pelaku, sehingga
pelaku tidak akan mengulangi pencabulan yang telah ia lakukan.

Seorang anak vang menjadi korban dalam memperjuangkan hak-haknya
sebagai akibat atau kerugian yang dialami karena tindak pidana pencabulan, dapat
mengajukan gugatan ganti kerugian pada pelaku pencabulan tersebut. Pidana ganti
kerugian pada hakekatnya merupakan sanksi pidana yang bersifat keperdataan,
sesuai pasal 1365 BW yang artinya menyatakan bahwa setiap perbuatan
melanggar hukum menimbulkan kerugian pada orang lain wajib mengganti
kerugian tersebut pada korban. Jadi adanya ganti kerugian justru didasarkan pada
ide untuk melindungi korban dari akibat/kerugian keperdataan yang timbul dari
adanya tindak pidana. Dengan kata lain, adanya pidana ganti rugi dimaksudkan
untuk mengetahui perbedaan antara pertanggungjawaban pidana dan
pertanggungjawaban keperdataan (Barda Nawawi Arief, 1999:158). Dengan
adanya pidana ganti rugi berarti hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82
ayat (1) UU Perlindungan Anak, yang menenfukan besarnya denda secara
minimum dan maksimum terhadap pelaku pencabulan, walaupun ganti rugi yang
diperoleh korban tidak mampu mengembalikan keadaan dirinya seperti dahulu
lagi. Hal ini setidaknya bisa menjadikan korban untuk berusaha mendapatkan hak-
haknya dan mengembalikan kepercayaan diri korban.
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KUHAP Bab XIII Pasal 98, dijelaskan bahwa gugatan ganti kerugian
tersebut dapat dilakukan dengan penetapan hakim atas permintaan korban, untuk
menggabungkan dengan perkara tindak pidana pencabulan dalam pemerksaan
pengadilan. Namun demikian, syarat untuk menuntut ganti kerugian tersebut,
hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum rekuisitur atau tuntutan pidana
atau sebelum hakim menjatuhkan putusan dalam hal JPU tidak hadir.

Menurut Arief Amrullah (2002:126), bila merujuk pada ketentuan
KUHAP, pembentuk undang-undang selain memperhatikan hak-hak terdakwa
atau tersangka, juga memperhatikan hak-hak korban. Akan tetapi hak-hak anak
yang menjadi korban yang diatur dalam Bab XIII itu, sifatnya bukan merupakan
sesuatu yang hakiki, melainkan masih tergantung pada kondisi tertentu. Hal ini
dapat ditunjukkan pada ketentuan Pasal 99 ayat (3) KUHAP, ganti kerugian
dengan sendirinya harus mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum
vang bersifat tetap. Oleh karena itu, hak untuk memperoleh ganti kerugian
tergantung pada putusan pidananya. Dengan adanya ketentuan Pasal 93 ayat (3)
tersebut, semakin menyulitkan anak korban pencabulan untuk memperjuangkan
hak-haknya dalam menuntut ganti rugi kepada pelaku pencabulan, hal ini
dikarenakan ganti rugi tergantung dari putusan hakim terhadap pelaku
pencabulan.

Menurut ketentuan Pasal 99 ayat (2) KUHAP, hakim dalam putusannya
berwenang menetapkan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh
pihak yang dirugikan (korban). Di samping itu, menurut Barda Nawawi Arief
sebagaimana ditulis Arief Amrullah (2002:119), menyatakan bahwa ketentuan
yang diatur dalam Bab VTII tersebut memang memberi perhatian terhadap korban
terhadap perkara pidana. Namun demikian Barda Nawawi Arief mengingatkan,
bahwa hukuman pengganti biaya ini tetap bersifat keperdataan dan bukan sebagai
sanksi beban_ Selain itu, dijelaskan apabila dimintakan banding, maka permintaan
banding mengenai keputusan ganti rugi tidak dapat diperkenankan.

Sependapat dengan Barda Nawawi Aref menurut Martiman
Prodjohamidjojo dalam mengkritisi ketentuan Pasal 100 ayat (2) KUHAP
terscbut, menyatakan bahwa sekalipun dalam penggabungan perkara itu
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dimaksudkan akan diperoleh peradilan cepat. sederhana, dan biaya ringan, akan
tetapi jika dipandang dari sudut prosedural, ketentuan itu sangat merugikan pihak
korban yang menjadi penggugat dalam perkara gugatan ganti rugi, sebab hak
banding atau hak kasasi sangat tergantung pada keputusan pidananya. Dalam
perkara Nomor : 101/Pid B/2004/PN.Mgt. yang menjadi korban adalah anak-anak,
oleh karena itu, kemungkinan untuk melakukan gugatan ganti kerugian akan
mengalami kesulitan, karena anak yang menjadi korban pasti akan menggunakan
perantara pihak lain, yaitu pihak keluarga yang bersangkutan dalam menangani
gugatan ganti rugi tersebut. Apabila dilihat substansi dari penggabungan perkara
itu dalam upaya mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan,
sedangkan substansi kemanusiaan berupa perlindungan korban diabaikan, maka
dapat dikatakan bahwa komitmen pada perlindungan anak yang menjadi korban
telah dipersulit oleh normanorma yang ada dibalik ketentuan KUHAP
sebagaimana tercantum dalam Bab VIIL

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu hakim
anggota dalam kasus pencabulan, gugatan ganti kerugian di Pengadilan Negeri
Magetan belum pemah digjukan oleh korban anak dalam tindak pidana
pencabulan, termasuk dalam perkara Nomor : 101/Pid. B/2004/PN.Mgt. Bentuk
perlindungan yang diterima anak sebagai korban pencabulan hanya sebatas
pemidanaan pelaku (secara abstrak), sementara untuk mengatasi kerugian fisik
maupun psikologis sepenuhnya menjadi tanggung jawab korban dan keluarganya.
Keadaan tersebut semakin memperiemah perlindungan hukum terhadap anak yang
manjadikomanpemahulan,mmdalampeﬂmdmgmdanpelaksmnhak
dan kewajiban secara seimbang dan manusiawi.

Kasus perkara Nomor : 101/Pid B/2004/PN.Mgt, dalam sistem peradilan
pidana anak yang menjadi korban ditm;patkan pada situasi dan posisi yang
kurang menguntungkan, kerena secara psikologis masih dicekam rasa takut dan
traumatis sementara dia dipertemukan dengan pelaku pencabulan Anak yang
menjadi korban pencabulan dalam sistem peradilan pidana hanya sebagai saksi,
dalam hal ini adalah saksi korban, sehingga korban sebagai pihak yang paling
dirugikan, karena korban hanya merupakan saksi yang hanya penting guna
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memberikan keterangan tentang perbuatan pelaku. Keterangan tersebut dijadikan

bukti untuk mendapatkan Visum et Repertum dari seorang dokter ahli di

bidangnya, vang digunakan untuk membuktikan perbuatan pelaku, bahwa

kejahatan pencabulan itu benar-benar dilakukan oleh terdakwa, sehingga anak
yang menjadi korban mempunyai peran secara fungsional dalam terjadinya
kejahatan.

Anak korban pencabulan diusulkan untuk tidak setiap saat menghadiri
persidangan, sehingga hak-hak korban diharapkan dapat dilaksanakan selama
persidangan berlangsung. Sehubungan dengan pelaksanaan persidangan menurut
Mulyana W. Kusumah (1986:52) anak yang menjadi korban mempunyai hak-hak
yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama,
yaitu antara lain :

a. Sebelum persidangan

1. Hak mendapatkan pelayanan karena penderitaan mental, fisik dan sosialnya;

2. Hak diperhatikan laporan yang disampaikannya dengan suatu tindak lanjut
yang tanggap dan peka tanpa imbalan (koorporatif);

3. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang
merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dan siapa saja dan
dari berbagai macam ancaman, penganiayaan, pemerasan;

4. Hak untuk mendapatkan pendamping penasehat dalam rangka mempersiapkan
diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo;

5. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar pemeriksaan

sebagai pelapor, saksi atau korban.

Selama persidangan

Hak untuk mendapatkan fasilitas menghadiri sidang sebagai saksi atau korban;

Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan;

Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan,

menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagat macam

ancaman, penganiayaan, pembunuhan misalnya);

4. Hak untuk menyatakan pendapat,

5. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian atas kerugian, penderitaannya;

Wik e
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6. Hak untuk memohon persidangan tertutup.

¢. Setelah persidangan

1. Hak mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan,
menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (berbagai macam
ancaman, penganiayaan, pembunuhan);

2. Hak atas pelayanan di bidang mental, fisik, sosial.

Dalam proses peradilan pidana tertentu anak-anak yang menjadi korban
seringkali tidak dapat mengembangkan hak-haknya karena adanya hal-hal tertentu
vang tidak mungkin dapat dilakukan oleh anak sebagai korban pencabulan.
Dengan demikian anak korban pencabulan perlu mendapatkan bantuan dan
perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya baik sebelum dan sesudah
persidangan, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mulyana W. Kusumah di
atas. :

Sehiubungan dengan hal tersebut, perlindungan terhadap korban dalam
sistem peradilan pidana sebenarnya sudah dapat dilaksanakan, tetapi belum
memadai karena pada tahap terakhir dari proses peradilan pidana yaitu saat
penjatuhan pidana kepada pelaku, seorang hakim sering kurang memperhatikan
kepentingan korban, karena penjatuhan pidana yang masih sangat ningan
dibandingkan dengan ancaman pidananya maupun kerugian yang dialami korban.

Kondisi tersebut di atas semakin menyulitkan anak korban pencabulan
untuk memperoleh hak-haknya sebagai pihak yang mendenta dan dirugikan. Hal
ini, disebabkan masih banyaknya kelemahan-kelemahan yang terdapat pada
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah perlindungan
anak, karena sulitnya penerapan atau pelaksanaan perlindungan terhadap anak
yang menjadi korban pencabulan secara langsung maupun tidak langsung, selain
itu juga disebabkan kurangnya perhatian dan aparat negara baik polisi, jaksa,
maupun hakim dalam memperhatikan ketentuan perundang-undangan, hal inilah
yang menyebabkan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan
tidak dapat terwujud secara memadai.
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3.2 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana
Terhadap Pelaku Pencabulan Dalam Kasus Perkara
Nomer:101/Pid.B/2004/PN.Mgt

Setiap hakim harus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai
pertentangan hukum, karena mutu suatu putusan pengadilan tergantung pada mutu
hakim yang mengeluarkan putusan itu sendiri. Apabila hakim kurang hati-hati
dalam mengambil keputusan maka kepercayaan dan harapan masyarakat akan
keadilan menjadi hilang.

Keputusan hakim harus benar-benar memenuhi rasa keadilan, tidak ada
yang dirugikan dari kedua belah pihak yang berperkara. Dalam mengadili perkara
hingga tercapainya keputusan hakim harus benar-benar memperhatikan fakta-
fakta yang nendukung terjadinya perkara tersebut. Sehingga nantinya dapat
diputuskan dengan seadil-adilnya. Untuk menguatkan adanya fakta-fakta tersebut
didasarkan pada keterangan para saksi-saksi maupun dari alat-alat bukti vang sah
menurut undang-undang.

Seperti halnya putusan-putusan yang dijatukan terhadap tindak pidana
lainnya, putusan yang dijatubkan terhadap terdakwa pelaku pencabulan anak di
bawah umur juga dilakukan dengan menggunakan alasan-alasan dan dasar-dasar
pertimbangan, schingga putusan yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa
dirasakan adil baik oleh terdakwa, korban, maupun oleh masyarakat.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di
bawah umur, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim, dasar-
dasar yang digunakan hakim dalam menjatubkan putusan kepada pelaku
pencabulan pada anak di bawah umur diawali dengan pemeriksaan perkara pidana
dengan pembacaan surat dakwaan yang menycbutkan secara jelas tentang
perbuatan pidana yang diduga telah dilakukan oleh terdakwa. Dari surat dakwaan
tersebut hakim akan mendasarkan pemeriksaan untuk membuktikan dakwaan dan
JPU dapat dibuktikan atau tidak. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan
dakwaan JPU akan dibuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah.
Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang merupakan alat bukti
yang sah adalah :
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Keterangan saksi;
Keterangan ahli;

S

o

Surat;

=

Petunjuk;
e, Keterangan terdakwa.

Dalam pemeriksaan pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur,
pembuktian terhadap terpenuhinya unsur-unsur pasal yang mengatur tentang
pencabulan tersebut adalah sangat penting, karena dengan terpenuhinya unsur-
unsur dalam pasal tersebut dapat digunakan untuk menjerat pelaku pencabulan
agar mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya

Dalam kasus perkara Nomor : 101/Pid B/2004/PN Mgt, jika dikaitkan
dengan pembahasan di atas adalah mengenai keputusan hakim dan
pembuktiannya. Setelah adanya pengaduan yang dilakukan oleh ayah korban,
maka oleh JPU terdakwa diajukan ke sidang Pengadilan Negeri Magetan dengan
dakwaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal tersebut
didukung dengan keterangan saksi-saksi dan telah diakui oleh terdakwa. Salah
satu alat bukti yang sah dalam kasus ini yang dapat membantu hakim dalam
memutuskan perkara adalah keterangan saksi-saksi. Ada tiga saksi dalam perkara
perkara ini yang dapat dipakai sebagai alat bukti. Untuk menilai kebenaran saksi-
saksi, perlu memperhatikan pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu :

Dalam menilai kebenaran saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh
memperhatikan :

a Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain;

b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;

¢. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan
yang terlentu;

d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya
dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan dapat dipercaya.

Sebelum para saksi mengemukakan kesaksiannya maka terlebih dahulu
para saksi disumpah oleh pihak yang berwenang untuk memberikan sumpah. Agar
keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut dapat dipertanggungjawabkan
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kebenarannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 185 ayat (7) KUHAP yang menyatakan
“Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang
lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan
keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat
bukti sah yang lain”.

Dalam kasus pencabulan perkara Nomor : 101/Pid. B/2004/PN Mgt, ada
tiga orang saksi yang diminta memberikan keterangan di muka sidang pengadilan.
Semua keterangan yang telah diberikan saksi di muka persidangan dibenarkan
oleh terdakwa, dengan demikian dalam pembuktiannya hakim tinggal melihat alat
pembuktian yang lain yaitu keterangan dari seorang dokter ahli (Visum et
Repertum) dan keterangan dari terdakwa.

Alat bukti yang kedua berupa keterangan dari seorang ahli yang dalam hal
ini adalah Visum et Repertum. Visum et Repertum adalah suatu keterangan yang
dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhimya menempuh
sekolah kedokteran, mempunyai bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan
itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan)
pada benda yang diperiksa. Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh seorang
dokter yang berdinas di Puskemas Takeran, sebagaimana dalam Pasal 187 butir ¢
KUHAP, bahwa “Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat
berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta
secara resmi dari padanya”.

Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh dokter yang berdinas di
Puskemas Takeran, pada hari Kamis Tanggal 10 Juni 2004 pukul 22.30 WIB,
terhadap anak korban pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa. Dari hasil
colok dubur terdapat robekan lama pada selaput dara yang disebabkan
bersentuhan dengan benda tumpul. Berdasarkan pemeriksaan diperoleh
kesimpulan bahwa sejak lama pelaku telah melakukan persetubuhan dengan
korban.

Selanjutnya alat bukti yang menguatkan putusan hakim adalah keterangan
terdakwa bahwa ia telah mengakui melakukan pencabulan terhadap korban,
keterangan dari terdakwa yang mengakui perbuatannya tersebut, merupakan alat
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bukti vang paling mendasar sebagai pertimbangan hakim dalam mengeluarkan
putusan.

Setelah terungkap fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas,
maka berdasarkan pertimbangan majelis hakim sejauh mana untuk dapat terbukti
dakwaan penuntut umum tersebut di atas dari perbuatan terdakwa. Dan semua
keterangan, alat bukti yang ada dan keterangan saksi-saksi dan juga berdasarkan
kevakinan majelis hakim memutuskan terdakwa terbukti melakukan pencabulan
terhadap anak di bawah umur sesuai dengan Pasal 293 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1)
KUHP, dengan menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara sclama 4
(empat) tahun.

3.3 Hasil Pembahasan, Atau Temuan

Pencabulan merupakan bentuk kejahatan kesusilaan yang secara langsung
membawa dampak yang merugikan bagi anak yang menjadi korban, dan juga
secara tidak langsung membawa dampak yang bisa menciptakan suasana
ketakutan dan kegelisshan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya
perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pencabulan diperlukan
kebijakan penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sistem
peradilan pidana. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah perlindungan secara
represif, di mana perlindungan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu
berhubungan dengan kedudukan anak yang menjadi korban dalam sistem
peradilan pidana sebagai saksi korban, karena korban yang mengalami sendiri
dapat memperjuangkan kepentingan dan hak-haknya guna mencapai keadilan dan
kebenaran.

Menurut penulis skripsi ini, dalam upaya perlindungan hukum terhadap
anak yang menjadi korban pencabulan, perlindungan hukum terhadap anak tidak
hanya dilakukan secara represif saja, melainkan dengan cara apamat penegak
hukum, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun negara bekerja sama secara
serius dan terpadu, dengan selalu memberikan pengawasan dan bimbingan
terhadap anak yang mulai tumbuh dewasa.
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Dengan demikian, perlindungan dan kesejahteraan anak yang menjadi
korban pencabulan dapat tercapai secara memadat. Hal tersebut di atas,
merupakan salah satu langkah awal dalam upaya mewujudkan perlindungan
terhadap anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Perlindungan Anak yang
menyatakan “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang
berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Berdasarkan uraian dari pembahasan, dalam kasus perkara Nomor :
101/Pid B/2004/PN Mgt, bahwa terdakwa pelaku pencabulan dijatuhi hukuman 4
(empat) tahun penjara, di mana putusan majelis hakim ini lebih berat 2 (dua)
tahun penjara dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dipidana selama 2 (dua)
tahun penjara. Penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku pencabulan anak di
bawsh umur yang lebih berat dua (2) tahun dari tuntutan JPU, menunjukkan
bahwa hakim berusaha memberikan perlindungan terhadap anak korban
pencabulan yang dilakukan oleh orang dewasa.

Seorang pelaku pencabulan yang perbuatannya sudah memenuhi unsur-
unsur sifat melawan hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 82 UU
Perlindungan Anak, yang didakwa melakukan pencabulan oleh JPU, maka
seharusnya dakwaan JPU yang menggunakan ketentuan dalami KUHP tersebut
merupakan kesalahan penerapan hukum. Hal ini dikarenakan UU Perlindungan
Anak sudah berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002 merupakan Undang-undang
khusus, schingga pemberlakuan UU Perlindungan Anak berdasarkan pada asas
Lex Specialis derograt legi generali, yaitu undang-undang yang bersifat khusus
mengenyampingkan undang-undang yang bersifat umum.

Jika sejak awal pihak polisi maupun pihak kejaksaan menghormati dan
mematuhi UU Perlindungan Anak, maka kesalahan penerapan hukum ini
seharusnya tidak perlu terjadi. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP
yang menyatakan “Ketentuan-ketentuan dalam Bab | sampai dengan Bab Vil
Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-
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undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang
ditentukan lain”. Oleh karena itu, seharusnya majelis hakim memutuskan tuntutan
JPU sebagai sebuah kesalahan penerapan hukum dan membebaskan terdakwa dan
segala dakwaan, atau menjatuhkan pidana semaksimal mungkin sesuai dengan
ketentuan dari Pasal 293 ayat (1) KUHP, atau Pasal 82 UU Perlindungan Anak.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim anggota mengenai dasar
pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabulan tersebut, adalah Pasal 28
ayat (1) Undang-undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman,
yang menyatakan bahwa ‘“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam
masyarakat”. Selain itu hakim dalam hal ini harus tetap memandang bahwa
ketentuan pasal-pasal dalam KUHP, yang dipakai JPU sebagai pedoman untuk
menjerat terdakwa merupakan Hukum positif yang masih berlaku, walaupun
sudah ada peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus,
tetapi dalam pertimbangan putusannya hakim dapat berpedoman sesuai dengan
ketentuan yang ada dalam UU Perlindungan Anak. Hal ini merupakan langkah
awal agar dalam kasus-kasus yang sama, JPU lebih berhati-hati dalam
menerapkan aturan hukum.

Dalam kasus perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt tentang kasus
pecabulan tersebut, sebenamya terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh
pelaku sebelum melakukan pencabulan, karena sebelum melakukan pencabulan
pelaku memberikan janji untuk menikahi korban dan akan memberi semua yang
diminta oleh korban. Tetapi dalam dakwaannya JPU tidak memasukkan Pasal
tentang penipuan tersebut, hal ini karena unsur penipuan yang dilakukan oleh
pelaku, sudah termasuk dalam ketentuan Pasal 293 ayat (1), seperti dalam
dakwaan subsider yang disusun oleh JPU.

Korban pencabulan dalam perkara Nomor : 101/Pid.B/2004/PN.Mgt,
adalah anak di bawah umur, sehingga seharusnya JPU dalam menuntut terdakwa
selain menggunakan ketentuan yang ada dalam KUHP juga dapat menggunakan
ketentuan vang diatur di dalam UU Perlindungan Anak, karena dalam UU
Perlindungan Anak sudah ada ketentuan dimana seorang pelaku pencabulan dapat
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dijatuhi hukuman setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya, karena ancaman
pidana yang paling minimum dan besarmya denda yang harus dibayar pelaku
sudah ditentukan, Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan yang ada dalam KUHP
vang belum ada ancaman pidana minimumnya dan besarnya denda yang harus di
bayar oleh pelaku pencabulan. Sehingga hakim dalam mempertimbangkan
putusannya dapat memberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan pelaku dan
putusan tersebut dirasakan adil baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat

secara umum.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai
bernkut:

a. Penegakkan hukum terhadap perlindungan anak yang menjadi korban
pencabulan khususnya dalam sistem peradilan pidana belum sepenuhnya
dapat tercapai, hal ini disebabkan bentuk perlindungan hukum yang
diberikan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan masih ferbatas
pada pemidanaan terhadap pelaku saja, tanpa adanya upaya melindungi
hak-hak dari korban, dengan demikian rasa keadilan yang dicita-citakan
belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan karena aparat pencgak
hukum baik polisi, jaksa, maupun hakim hanya mengacu pada satu
undang-undang saja, dan tidak memperhatikan peraturan perundang-
undangan yang lebih berorientasi pada kepentingan anak yang menjadi
korban, dalam hal ini adalah UU Perlindungan Anak.

b. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor
101/Pid.B/2004/PN.Mgt, meliputi dua faktor, yaitu faktor yurudis dan
faktor non yuridis. Faktor yuridis yaitu berdasarkan pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dalam kasus ini adalah ketentuan yang
ada dalam KUHP. Faktor non yuridis yaitu pertimbangan yang diperoleh
Majelis Hakim di depan sidang majelis dalam kaitannya dengan sikap
terdakwa saat persidangan berlangsung dan juga beberapa hal mengenai
keadaan korban akibat dari pencabulan yang menimpa dirinya,

4.2 Saran

a Dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban
pencabulan khususnya pada sistem peradilan pidana, diharapkan para aparat
penegak hukum khususnya hakim dalam penjatuhan pidana pada pelaku lebih
memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berorientasi pada
perlindungan anak yang menjadi korban, yaitu dengan menggabungkan
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kepentingan konsep yang seimbang antara pelaku maupun korban yang sesuai
dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak.

b. Hendaknya aparat hukum, khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan
terhadap pelaku pancabulan terhadap anak di bawah umur tidak mengabaikan
keadaan korban yang usianya masih sangat muda telah mengalami suatu
kejadian yang dapat mempengaruhi pertumbuhan jiwa dan masa depan anak
tersebut.

¢. Hendaknya orangtua yang mempunyai anak perempuan yang masih kecil atau
mulai tumbuh dewasa, agar lebuh berhati-hati dalam mengawasi dan menjaga
anak tersebut, agar terhindar dari perbuatan yang termasuk kejahatan
kesusilaan, khususnya pencabulan.

d  Hendaknya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku
pencabulan, juga tidak mengabaikan hak-hak anak sebagai korban pencabulan
vang seharusnya mendapat perlindungan secara memadai.

e. Perlu diatur lebih lanjut dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang
tugas dan peranan Badan Pemasyarakatan dalam proses peradilan anak,
khususnya dalam proses persidangan di Pengadilan.
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kesimpulan pemeriksaan colok dubur didapatkan robekan lama pada sclapul dara yvanyg
disebabkan bersentuhan dengan benda tumpul sebagaimana tersebut dalam VeR van;
dibuat dibawah sumpah jabatan oleh dr. Hendro Yuowono (terlampir dalam berkas perkara)
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 uyat (1) jo pasal 64 avat (1) KU

SUBRSIDALR ;

—-DBahwa Ia terdakwa Krisginnto pada wakte dan tempat sebagaimana tersebul dalian
dakwaan Primair, secara berturut-turut dan berulang kali sehingga dianggap schapar perbuatar
yang diteruskan, dengan membent atau menjanjikan uang atau barang | dengan salab
mempergunakan pengaruh yang beriebih-lebihan vang ada disebabkan olch perhubungan vang
sesungeuhnya ada atau dengan tipu ( penyesatan) senpaja membujuk orang yang belum dewass
yang tidak bercacat kelakuannya , yang diketahuinya atau patut harus disangkanva belum
dewasa akan melakukan perbuatan eabul denpan dia atau membiarkan dilakukan perbuatas
demikian pada dirinya | dilakukan dengan cara sbb ¢
- Bahwa terdakwa yang bermula dan perkenalan melewati pesawat telpon (handphone)
dengan saksi Eka pada sekitar pertengahan tahun 2003 lalu dilanjuikan dengan saling
berdemu dan berpacarian sehingga terdakwa mengetahui saksi Eka saat itu masih berstatus
pelajar dari sebuah SMU di Madiun kelas | serta berusia sekitar 15 tahun kemudian disuaiu
kesempatan di sekitar bulan Apustus 2003 terdakwa mengajnk saksi Eka untuk melnkukan
hubungan badan layaknya suami istri dengan terlebih dahulu terdakwa mendatang rumah
saksi Eka tanpa sepengetahuan orang tua dari saksi Eka yakni saksi Hery di waktu malam
linri terdnkwn masuk melewan jendclz kamar tidur dan saks: Eka sewelah itu terdakwa
merayt dan berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikali saksi Eka karcna
terpengaruh atas jonji-janji terdakwa sclanjutnya saksi Cka mau menuruti ajnkan dasi
terdakwa tersebut, sctelah itu baik terdakwa maupun saksi Eka saling meraba dan
berciuman lalu saat kemaluan terdakwa terasa tegang terdakwa melepas celana panjing
dan dalam sementara itu saksi Eia juga melepas celana luar dan dalam yang dikenakan
setelnh keduanya tidak lagi menmikai celana terdakwa membaringkan saksi Eka di lanta
sedangkan terdakwa mengambil posisi diatas menmindih sambil memasukkan alal
kelaminnya kedalam zlat kelamin saksi Eka lalu digerakkan keluar-masuk berulang kali
sampai terdakwa merasa puas. Bahwa satelah perbuatan pertama tersebut tedakwa dan
saksi Eka berulang kali melakukan hubungan badan lavakaya suami istni sampai sekitar 15
kali dinntara kurun waktu Agustus 2003 s/d Juni 2004 dengan selalu mengambil tempat di
dalam kamar tidur dari saksi Eka, sampai pada akbirnyn sekitar tanggal 09 Jum 2004 saal
terdakwa sedang berada di dalam kamar saksi Eka tertangkap olch saksi Herv vang
merupakan avah dari saksi Eka karena curiga miendengar suara batuk dan dalam kamar
suksi Ekn dan atas hal tersebutl saksi Hery merasa keberatan dan mengadukan hal tersebut
pada pihak berwajib mengingat usia dari saksi Eka masili 15 tahun sesuai Kutipan Akla
Kelahitan No, 452/1988 yang tertera kelahinun soksi Tka pada wanggal 02 Juli 1988,
Sedangkan dari hasil pemeriksaan medis diperolch kesimpulan pemeriksaan colok dubur
didapatkan robekan lama pada selaput dara yang dischabkan bersentuhan dengan benda
wmpul sebagaimana tersehut dalain VeR yang dibuat dibawah sumpah jabatan oleh dr
Hendro Yuwono (terlampir dalam berkas perkara).
Schagmimana diatur dan dinncam pidana dalam pasal 293 ayat |'1 } jo pasnl 64 ayat (| } KLie

Magatan, 24 fgugiuy 2004

Jaksa
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SILIKSAAN NEGERI MAGETAN p-42
"UNTUK KEADILAN"

SURAT TUNTUTAN _
NO.REG.PERK : PDM-43/MGTAN/0804,

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negen Magelan dengan memperhatikan hasii pameriksazan sidang
‘am perkara alas nama lerdakwa :

Nama lengkap : KRISGIANTO.

Tempat lahir ¢ Magetan,

Umur/tanggal lahir .34 Tahun / 30 September 1969.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsuan/kew, : Indonesia.

Tempat tingeal ¢ Ds.Tawangrejo Rt.08/03 Kee, Takeran Kab.Magetan.
Agama L  Islam

Fekerjnan » Swasta,

dasarkan Sural Penelapan Hakim Kefua Majelis pada Pengadilan Negeri Magelan langaal 25 Agustus 2004
nor : 101/Pen.Pid/2004/PN.Mgt , tardakwa dihadapkan kedepan persidangan dalam acara pengadilan anak
igan dakwaan shb
PRIMAIR :
--— Buhwa la terdakwa Krisgianto pada hari dan tanggal serta wakuw yang tidak dapat diingat
dengan pasti namun disekitar bulan Agustus 2003 sampai dengan bulan Juni 2004 | bertempat
di dalara rumah milik saksi Hery yang berada di Desa Tawangrejo Kecamatan Takeran
Kabupaien Magetan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daeral
hukum Dengadilan Negeri Mageian , secara berturut-turut dan berulang kali sehingga dianpeap
scbagni perbuatan yang diteruskan , bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang
diketahuinya atau patut harus disangkanya umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau
tidak nyata berapa umusaya, bahwa la belum masanya buat kawin, dilakukan dengan cara shh :
- Bahwa terdakwa yang bermula dari perkenalan melewati pesawat telpon (handphone)
dengan saksi Eka pada sekitar pertengaban tahun 2003 lalu dilanjutkan dengan saling
bertemu dan berpacaran schingga terdakwa mengetahui saksi Eka saat itu masih berstatus
pelajar dari sebuah SMU di Madiun kelas | serta berusia sekitar 15 tahun kemudian disuatu
kesempatan di sekitar bulan Agustus 2003 terdukwa mengajak soksi Eka untuk melakukan
hubungun badan layaknya sunmi isiri dengan terlebih dahulu terdakwa mendatangi rumah
saksi Eka tanpa sepengetahuan orang tua dari saksi Eka yakni saksi Hery di waktu malam
hari terdakwa masuk melewati jendela kamar tidur dari saksi Eka setelah itu terdakwa
merayn dan berjunji akan bertanggung jawab dan akan menikahi saksi Eka sehingga saksi
£ka mau menuruti ajakan dan terdakwa tersebut selanjutnya baik terdakwa maupun saksi
Eku saling meraba dan berciuman lalu sanl kemaluan terdakwa terasn tepang terdakvi
melepas celana panjang dan dalam sementara itu saksi Eka juga melepas celana luar dan
dalam  yang dikenakan setelah, keduanya tidak lagi memakai celana lerdakwa
membaringkan saksi Eka di lantai sedangkan terdakwa mengambil posisi diatas menindih
sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin seksi Eka lalu digernkkan
neluni-masuk Derulung kali sampai terdakwa merasa puas. Bahwa sctelah perbuatan
pertama tersebul lerdnkwa dan suksi Eka berulang kali- melakukan hubungan bacdan
layaknya suami istri sampid sekiter 15 kali dinntars kurun waktu Agustus 2007 s Juni
2004 dengan selulu mengambil tempat di dalam kamar tidur dari saksi Eka, sampai pada
arhirnya sekitar tanggeal 09 Juni 2004 suai icidakwn sedang berada di dalam kamar saksi
Eka tertangkap oleh saksi Hery yang merupakan ayah dari saksi ks karena curii
mendengar suara batuk dari dalam kamar saksi Lka dan atas ha! - sbut saksi Hery merisy
keberatan dan mengadukan hal tersebut pada pibak berwajib mengingal usin dari saksi Eka
musih 15 innun cesunl Kutinan Alkin Kelahicin Mo A5 1008 wnmi tortmen balahiinm ool
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dischabkan bersentuhan denpgan benda tumpul scbapaimana tersebul dulam Vell yang
dibuat dibawah sumpah jabatan oleh dr. Hendro Yuwono (terlammr dalam berkas perkara)
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

-—--Buhwa Ia terdakwa Krisginnio pada waktu dan tempat schagaimana lersebul dalan
dakwaan Primair, secarn berturut-turut dan berulang kali sehingen dianpgap sebagar perbuata
yang diteruskan, dengan memberi mlau menjanjikan uang atau barang , dengan salal
mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan olch perhubungan yan
sesungpeuhnya ada atuu dengan tipu (penyesatan) sengaja membujuk orung yang belum dewas:
yung tidak bercacat kelakuannya , yanp diketahuinya atau patul harus disunpgkanya belun
dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatin

demikian pada dirinya , dilakukan dengan cara sbb .

- Bahwa terdakwa yang bermula dari perkennian melewati pesawat telpon (handphone
dengan saksi Eka pada sckitar pertenpahan tahun 2003 lalu dilanjutkan dengan saling
bertemu dan berpacaran schingea terdakwn mengetahui saksi Eka saal itu masih berstati;
pelajar dari sebuah SMU di Madiun kelas [ seria berusia sekitar 15 tahun kemudian disuati
kesempatan di sekitar bulan Agustus 2003 terdakwa mengajak saksi Eka untuk melakukar
hubungan badan lavaknya suami istri dengan terlebih dahulu terdakwa mendatangi rumal
saksi Eka tanpa sepengetahuan orang tua dari saksi Eka yakn saksi Hery di waklu makuy
hari terdakwa masuk melewati jendela kamar tidur dari saksi Eka setelah itu terdakws
merayu dan berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikaln saksi Eka karon
terpengarul) atas janji-janji terdakwa selanjutnya saksi Eka mau menuruti ajikan dar
terdakwa tersebut, setclah itu baik terdakwa muaupun saksi Eka saling meraba da
herciuman falu saat kemaluan terdakwa tersy fogpng terdakwa melepas celana panjon:
don dalam sementara ity saksi Eka juga melepas celana luar dan dalum yang dikenikas
setelah keduanya tidak lagi memakai celana terdakwa membaringkan saksi Eka di lanta
sedangkan terdakwa® mengambil posisi diatas menindih sambil memasukkan wla
kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Eka lalu digerakkan keluar-masuk berulang kal
samnai terdakwa memsa puas. Bahwa setelah perbuatan pertama tersebut terdakwa i
saksi Eka berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri sampai sckitar |-
keali diantara kurun waktu Agustus 2003 s/d Juni 2004 dengan selalu mengambil tempat d
dalam kamar tidur dari saksi Eka, sampai pada akhimya sekitar tanggal 09 Junm 2004 saa
terdakwa sedang berada di dalhm kamar saksi Eka tertangkap oleh saksi llery yan
merupakan ayal dari saksi Eka karena curiga mendengar suara batuk dan dalam kama
saksi Eka dan atas hal tersebut saksi Hery merasa keberatan dun mengadukan. hal terscb
pada pihak berwajib mengingat usia dari saksi Eka masth 15 tahun sesuai Kutipan Akt
Kelahiran No. 452/1988 yang leriera kelahiran saksi Eka pada tanggal 02 Juli 1988
Sedangkan dari hasil pemeriksaan medis diperoleh kesimpulan pemeriksaan colok dubu
didapatkan robekan lama pade sclaput dara yang disebabkan bersentuhan dengan bend
tumpul sebagaimana tersebut dalam VeR yang dibuat' dibawah sumpah jabatan oleh di
Hendro Yuwono (terlampir dalam beixas perkara),

Schagatmana diatur dan diancam pidana dalam pasal 293 nyat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHE

Fakia-fakla yang lerungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berfurul-lurul berupa keteranga

si-saksi, katerangan lerdakwa dan alat bukli surat yakni sbb :

1. Kelerangan saksi-zaksi :
1.1, EICA AGUSTINA DEWI, (tidak / dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sbb :

. Bahwa benar saksi kenal dengan lerdakwa dan pemah menjalin hubungan pacaran disekite
perlengahan tahun 2003 dengan diawall sebelumnya saksi sering menerima telepon yang lida
jglas 'r'1 saksi kifm sms sehingga akhimys kenal dengan terdakwa yany lemyata miasi
berhubungan tetangga dengan tempat tinggal saksi. Dan 3aksi juga mengetahul terdakwa saat it
sudah mempunyai istr dan anak. d

- Jahwa'dalem lahapan pacaran tersebul saksi pemah digjak keluar rumah oleh terdakwa selain i
lerdaiows juga sering datang ke rumah saksi saal orang tua saksi ticak bersda di rumali Jiman
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dergan menjanjikan akan memoarikan apa yang diinginkan saks! sshingga akhirmya Saksl mau
menursti ajakan lerdakwa fersahul dengan mengambil tgmpal di dalam kamar ldur SaKs|
melakukan persetubuhan alau hubungan badan layaknya suami istri dengan cara baik terdakwa
maupun saksi Fka saling meraba dan berciuman lalu saat kemaluan terdakwa lerasa
tegang terdakwa melepas eelana panjang dan dalam sementara iy saksi Eka juga melepas
celuna luar dan dalam yang dikenakan setelah keduanya tidak lagi memakai celana
lerdakwa membaringkan saksi Eka di lantal sedangkan terdakwa mengambil posisi dintas
menindih sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam olat kelamin saksi Fka lalu
dizerakkan keluar-masuk berulung kali sampai terdakwa merasa puas. Bahkan perbuatan
terscbut diulangi dalam kesempaten lain sampai seingat saksi kurang lebih 12 kali secara
sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan orang tud saksi dimana untuk tempat letap di
datam kamar lidur saksi Eka dimana terdakowa masuk melalui jendela kamar ying
dibukakan oleh saksi Eka.

. Bahwa saksl sompal mau melakukan hal {ersebul karena memandang terdskwa ekan mau
bertanggung jawab dan pemah mendapatkan sebuah feiepon genggam [HP) dan uang jajan
sebasar Rp 10.000,- dari terdakwa.

. Bahwa saksi saat barhubungan dengan lerdakwa berstatus sekolah pada sebuzh SMU kefas |
don masih berusia 15 tahun karera saksi dilehirkan 02 Juli 1988.

- Bahwa akhirnya sckilar tanggal 09 Juni 2004 saat terdakwa sedang berada di dalam
Lamar saksi Eka tertangkap olch saksi Hery yung merupakan ayah dari saksi Fka karenn
curiga mendengar suara batuk dan terdakwa. ;

Atas keterangan saksi tersebul lerdakwa membenarkan untuk sebahanian dan membantafi lemadap

adanya paksaan delam parbualan bersetubuh tersebut, serta saksi yang sering menghubungi

lerdakwa dengan alasan kangen.

1.2 HERRY DJUNAYDI,SPd di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan =hb

. Bahwa saksi adelah ayah kandung don saksi Fka dan saksi kenal dengan tertakwa karzna lampal
linggelnya bertetangga dengan sanst, :

- Bahwa dalam parmasalahan ini saksi pemah memargaki tardakwa lengah berada dalsm kamar
fidur saksi Fka di wakiu matam han yailu pada sekilar har Pabu langgal 09 Juni 2004 sekira jaim
29 90 wib dimana saksl curiga mendengar ada suara batuk —batuk yang berasal dari kamar saksi
Fka lalu saksi bersama seksi Esluningdyah (isl saksi) mendatangl kamar saksi Eka dan
mendapali terdakwa tengah tidur di ranjang dan ketika akan ditangkap oleh saksi lerdakwa lar

glyer lewal jondela kamar sedangkan masuknya lerdakwa ketempal lersebut lanpa seifin saks
selaku pemilik rumat.

. Bahwa dengan adanya kejzu.an lersebul saksi merasa keberatan untuk ifu imengadukar
permasalahan lersebut kepada pihak kepolisian..

. Bahwa sebelumnya saksi lidsk mengetahui antara anak saksi (Eka) dengan terdakwa adi
hubungan karena selama ini lerdakwa fidak pemah dalang ke rumah saks. unluk menemui saks
Eka.

Atas kelerangan sak.si lersebut lerdakwa membenarkannya.

1.3. ESTUNING DYAH HARTATIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb .

_ Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi Eka dan saksi kenal dengan lerdatwa karena fempe
linggalnya berletanyga dengan saxsi,

_ Bahwa dalam permasalahan ini sawsi némah memergeki ierdakwa tengah berada dalam kamé
lidur saksi Eka di waklu malam hari yaitu pada sekitar hari Rabu tanggal 09 Juni 2004 sekira jar
22.30 wib dimana saksi saat itu dibenteh: oleh suami saksi yang curiga mendengar ada suar
hatuk ~batuk yang berasal dan kamar saks] Eka lalu saksi bersama saksi Hery (suam saks
mendatangi kamar saksi Eka dan mendapali terdakwa tengah tidur di ranjang dan kelika aka
ditangkan oish suami saksi lerdakwa lar kelusr lewat jendela kamar sementara ilu saksi Ek
menangis dipeluk saksi sedangkan miasuknya terdakwa ketempat lersebut tanpa seijin saksi ale
suami saksi selaku pemilik rumal.

. Bahwa dengan adanya kejadian lesspbul saksi merasa keberalan unluk iU mengaduke
permasalatian lorsebul kepada pifiak 2polisian.

. Bahwa sebalumnya seksi fidak mengelahil anlara anak saksl (Eka) dengan lerdakwa ad
N i e T M o e b ebad oy e nanamill gak
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Kelerangan tendakwa :
KRISGIANTO, pada pokoknya menerangkan sob

- Banwa henar lerdakwa kenal dan berhubungan pacaran dengan saksi Eka.

. Bahwa awal perkenalan dilakukan sekitar bulan Februari 2003 melalul pesawal HF yang niana
nomor dari saksi Cka didapat lerdakwa dari keponakannya, Solanjulnya huburoan tersebul
berlanjul dengan perkenalan langsung yang lemyala saksi Eka masih berielangga dengan
terdakwa.

. Bahwa selelsh melalul masa pacaran dimana antara terdakwa dan saksi Eka saling menyalakan
suka dan cinta selanjulnya disekitar bulan Agustus 2003 terdakwa mendatangl saksi Eka di
ruinahnya alas ajakan saksi Eka yang sast itu berada dirumah sendid karana kedua orang Wwanya
sedang pergl lalu sefelah saling mengobrol kemudian berdanjut dengan terdakwa meraba-raba
bagian tubuh saksi Eka sera menciuminya saat Kemaluan terdakwa terasa legang terdokwa
melepas celana panjang dan dalam sementara itu saksi Eka jupa melepas celana luar dan
dalam yang dikenakan - setelah keduanya tidak lagi memakai celana terdakwa
membaringkan saksi Eka di lantai sedangkan terdakwa mengambil posisi diatas menindih
cambil memasuklan alal kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Eka lalu digerakkan
keliar-masuk berulang kali sampai terdakwa merasa poas. Bahkan perbuatan terscbul
berulangkali dilakukan terdakwa dengan saksi Fka sampai kurang lebih 15 kah dengan
mengambil tempat di dalam kamar tidur dari saksi Eka sampai akhimya pada sakilar han
Rabu tanggal 09 Juni 2004 sekira jam 29 30 wib lordakwa dipergoki oleh saksi Hery dan saksi
Dyah selaku orang lua dari saksi Eka tengah berada di dalam kamar tidur saksi Eka.

- Bahwa terdakwa pernah membe'an saksi Eka sebuah pesawal HP dan uang sebesar Rp
10.000.- seri janji akan selalu mencintai saksi Eka walaupun ferdakwa telah rnempunyai istr dan
na“ o ;

. Bahwa lerdakwa mengetahui saksi Eka saal itu masih herstatus pelajar kelas Il sebuah SMU dan
belum menikah seria mempunyai orang tua sah dan bukan dad tempat lckalisasi (pelacuran).

Alal bukli sural :

Sural sebagal alal bukt dalam perkare ini sebagaimana dimaksud dafam pasal 107 KUHAF yang
diajukan dalam perkara ini adalah berupa -

visum e! Reperium .yang dibuat dengan sumpah jsbaten oleh dr. Hendro Yuwono dokler pada
Puskesmas Takeran yeng dalam kesimpulannya berisi hasil pemeriksaan terhadap seorang wanila
temama Eka Agustina Dewi berusia kurang lebih 16 {ahun ditemukan dart hasii pemeriksaan colok dubur
robekan lama pada selapul dara yang discbablan bersentuhan dengan benda lumpul (visum
sabagaimana dimaksud lodampir dalam berkas perkara).

Kulipan akla lahir No. 452/1388 alas nama Eka Agustina Dewi (lerlampir calam berkas perkara),

Berdasarkan fakla-fakla vang lerungkap di persidangan maka sampailah kami pada pembuklian unstie-

unsur dari tindak pidana yang di dakwakan yang mana sesuai kontruksi adalah herbentuk primair subsidair
alau yang dikenal dengan sebutan dakwaan berapis sehingua yang harus dibukt.an terlebih dahulu adalah
dalwaan primair, yang apabila tidak terbukti akan dilanjutkan dengan pembuktien dakwaan subsidair dengan
damikian selanjulnya kami akan membukiikan dakwaan primair ke yakni pasal 287 ayat (1) jo pasal 64 ayal
(1) KUMP dengan unstr- “sur sbb | |

1.

2

farang siapa . T

Bahwa Dahwa vang dimaksud dengan bamng siapa dalom unsur i adalah siapa sajn selake
subjek hukum yang melakukan perbuatan bertentangan  dengan hukum serfp mempunya
kemampuan uniuk bertanpgung juwab terhadap perbuatan yang dilakukannya “selanjutnys
dengan menghubungkan pengertian unsur terhadap fakta persidangan sesum keierangan snks
dan keterangan terdakwa maka  terdakwa sclaku subjek hukum telah melakukan perbuatal
sehagaimana yong di dakwakan terhadapnyn tanpa ada alasan pembenar alaupun P
terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur inf telah terbukil.

Berselubuh dengan parempuan yang bulkan istrinya

e T e P T L ey weeng sty e el L (Tl Y MRl e
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dengen menghubungkannya dengan fakia persidangan Lerupa Lotarangan saksi Exa dan lerdakwa yaog
saling bersesuaian seputar bahwa ferdakwa dan saksi Eka teleh melakukan perbuatan yang disetu
nersetubuhan yakni tatkaia lerdakwa mendztangi saksi Eka gi rumahnya atas ajakan saksi tha yan;
saat ity herada dirumah sendirl di seitar bulan Agustus tahun 2003, karena kedua orang fuanya sedan
nergl lalu selelah saiing mengobral kerudian berdanjut dengan lerdakwa meraba-raba bagian tutii
saksi Eka serla menciuminya saat kemaluan terdakwa terasa togang terdakwa melepas celan;
panjang dan dalam sementara itu saksi Eka juga melepas celana luar dan dalam yani
dikenakan setelah keduvanya tidak Iagi memakai celana terdakwa membaringkan saksi Eka d
fantyi sedangkan terds’wa mengambil posisi diatas menindih sambil memasukkan ala
kelaminnya kedalam alat kelamin saksi Eka lalu diperakkan keluar-masuk berulang kal
sampai terdakwa merasa puas. Kemudian dilibungkan dedgan alat bukti surat berupa visim o
repertum terhadap seksi Eka terdapat robekan lama pada selapul dara yang disebabkan berseniuhai
dengan benda tumpui sedangkan saksi Eka sendiri adalah bukan istri atau lidak terikal lali perkawina
dengan terdakwa.
Dengan cemikian unsur ini telah techukli,

|

Yang dikelahvinya alau patut disanakanya bahwa umar perempuan ifu belum cetup 15 talin alay kala
lidak nvata berspa umunmya :
Bahwa dalam pengeriian unsur ini sl pelaku harus lahu atau menyangka umur dari perempuan il
haruslah balum cukup 15 tahun namun berdasarkan alal bukli sural berupa Kutipan Akla lahir atas di
saksi Eka adalah pada tanggal 02 Juli 1988 sedangkan pensliwa dimana lerdakwa pertama ka
menyelubuhi saksi Eka adalah di sekitar pertengahan Agustus 2003 sehingga seal itu saksi Eka suda
genap berusia 15 tahun,
Cengan demikian unsur ini fidak terbukdi,

Olsh karena salah salu unsur dari dakwaan primair pasal 287 ayal (1) jo pasal 64 ayal (1) KUHP lida
tarbukli maka lerdakwa kami lepaskan dar dakwaan primair tersebut dan untuk sclanjutnya kami aka
membuklikan dakwean subsidair yakni pasal 293 ayal'(1) jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang mempunyal unsu
unsursbb :

"
I.

()

e}

Baranq sigpa : :

Aatwa oleh karena unsur barang siapa lelah kami nyalakan lerbuikti sebagaimana dakwaan pnime
dengan demikian pembuklian unsur fersebut kami ambil alih menjadi pembuktian terhadap unsur yan
sama dalam dakwaan subsidair.

Denaan memperqunakan hadiah_2tau peranjian akan member uang atau barang , dengan sals
mempemunakan penqaruh atau dengan lipy : '

Bahwa yang dimaksud didalam uraian pasal ini adalali mengenai cara unltuk dapa! melakuran als
melaksanakan sualy perbualan dimaksud selanjulnya dihubungkan dengan fakia persidangan namp
lerdakwa lelan menggunakan dua cara untuk melaksanakan perbualan tersebul periama deng:
meamberi rayuan alau pengharapan pada saksi Eka dengan mengalakan lerdakwa selalu mencintai sak
Eka waaupun lerdakwa lelah memillki istri dan anak selain ilu terdakwa juga membenikan hadi:
herbenluk barang dan uang pada seksi Eka berupa 1 bugh HP dan uang sebesar Rp 10.000- ye
kesemuanya ilu membug! saksi Eka yakin kalau terdakwa adalah orang yang berlanggung jawab.
Dengan demilian unsur ini telah lerbukli. :

Membuiuk orang yang_belum dewasa yang tidak bercacal kelakuannya yana dikelahui atau patul har
disangkanya belum dewasa uniuk melpkukan perbuatan cabul alau membiarkan dilakuke:, perbuat
yang demikian ..

Bahwa didalam pembuklian unsur ini dikaitkan dengan pembuktian unsur kedua diatas lentang Cé
melukukan maka dengan memperhalikan fakla persidangan dari keterangan saksi Eka sarta kelerang
teidakwa didapat sualu fakia terdakwa lelah mengalahui sebelumnya bahwa saksi Eka saat ilu mes
berstatus pelajar di sebuah SMA kelas | selain itu tidak ada satu saks! pun yang menerangkan saksi C
adalah porempuan yang cacal kelakuannya kemudian berdasarkan kulipan akla lahir alas nama sat
Eka yakni lahir pada langgal 02 Juli 1988 maka saat berhubungan dengan terdakwa masih barusia
lahur. Yang mana pongertian belum dewasa dengan merujuk pada KUHPerdata pasal 330 serta pasa
ayal (2} LU No. 1 Tahun 1974 lenlang Perkawinan adalah belum mencapai umur 21 tahan sehing
wnmast valiin dewpsa masih naiekal pada saksi Eka selanjulnya vang dimaksud dengan pengetli
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dengan kelikatan lesdakwa menggurakan 2 cara sebagaimana pembuklian unsur kecua digtas lordakw
It medakukan perbuatan yakni lalkala la’dakwa mendalangi saksi tha di rumnahnya alas gjakan saks
Eka yang saal ilu berada dirumah sendin di sekilar bulan Agustus tahun 2003, karena kedug oren
Wwanya sedang permi laiu setelah saling mengobrol kemudian berlanjut dengan lerdakwa meraba-rab
bagian tubul saksi Eka serla meeciiminga saad kemaloan terdakwa lerasa teeane terdakw
melepas celana panjang dan dalum sementara itu saksi BRa juga melepas celana luar dan dalar
vanp dikemkan setelah keduanya tidak lagi memakai celana terdakwa membaringkan saker Ik
i lantai sedangkan terdakwa mengambil posisi diatas memndih sambil memnsokkan als
kelatninnya kedalam alat kelamin sakst Bka lalu digerakkan keluar-masuk beratang kabi simpu
ferdakyva memsa puas,

Dengan demikian unsur ini telal terbukti,

1. Dipandang sebagal perbualan yang diteruskan :
Bahwe berdasarkan fakia persidangan hubungan badan layaxnya suami isti yang dilakukan tardacs:
dengan saksi Eka telah lerdadi berulang kali atau lebih dan satu kall,
Dengan demikian unsur ini teiah terbukli.

Serdasarkan uralan pembuklian unsucunsur lersebul maka lerdakwa telah leroukti melakukan brda
dema membuiuk orng yang belum dewass yang lidak bersacal kelskuannya dengan cara mamprmunaka
sdiah berupa uang alau barang alau dengan pengaruh yang berebihan atau dengan tipu unluk melakuka
whoatan cabul sebagal parbuatan yang dileniskan sebagaimana dialur dalam pasal 293 ayal (%) jo pasal 64 (1
UHP.

Sebelum kami sampal pada tunlulan pidana atas din lerdakwe perkenankanlah kami mengemubkakan hal
il yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan unlutan pidana yailu :

al-hal yang membsaralkan |
"erbuatan lerdakwa dapal menimbulkan dampak kejiwaan (trauma kejiwaan) yang menggangge masa depa
kehidupin karban,
lerdavwa lefah lega berkhianat terhadap istrinya serla keluarganya sehingga merusak kondisi dalar
norumah langga selain il dapat mempanganihi keadoan jiwe baik lerhadap isti maupun anaknya,
Terdakwa dalam membarkan kelerangan selaly berbelil-belit sahingga mempersulil jalannya persidanga
sorla menimbulkan kesan bohwa lerdakwa ingin melepas tanggung jawab lerhadap, pecbuatan yani
dilgkikannya.

gl yong meringankad |
Terdakwa mempunyal kewapban unluk mengasuhl sera imembasarkan anaknya karend islinya saal i
barada di luar negara Indonesia Karena menjadi THW.

Derdasarkan wraian dimassud kami Jaksa Penuntul Umnum adalam gerkara ini dengan memperhalika:
dentuan Undang-undang yang bersangkutan |

MENUNTUT:

I apay Maglis hakim Pengadilan neger Magelan yang rmemeriksa dan mengadili perkara inl memuluskan ;
Menyalakan terdakwa KRISGIANTO fidak bersalan melakukan lindak bersetubuh dengan perempuan yan
bukan istrinya yang diketahui atau disanakanya umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tdak nyat
umuniya secara berulangkall sebagaimana dimarsud dalam pasal 287 ayal (1) jo pasal 64 ayat (1) KUH!
vang larzebul dalam dakwaan primair sehingga membebaskan lerdakwa dari dakwaan primair lersebut.

Menyatakan tordakwa KRISGIANTO hersalah melakuzan findak pidana membujuk orang yang belurn dewas
yang lidak boreacal kelakuannya dengan cars mempergunakan hadiah berupa vang alau barang ala
dengan pengaruh yang bedebihan atau dengan lipu untuk melakukan perbuatan cabul sebagal perbuata:
yang diteruskan sebagaimana dialur dalam pasal 293 ayat (1) jo pasal 84 (1) KUHP yang fersebul dalan
danwaan subsidai. -

Menjstuhkan  pidana  laithadap lerdahwa tersebul dangan pidana penjar;
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melapkan anar terdakwa ersebul dibeban| membayar biaya perkara sebesar Rp, 1000.-

. Domikian  luniulan cidana ini kemi bacakan dan disershkan dalam  sicang har  ini
Rt 1a000A R Jeplemben.......... 2004,

i

T JAKSA MUBA NIP. 230020659
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Mamperhatikan padai-pasal dara undang—unoang yang beesangk
tan khususAva pasal 293 ayat (1) KUHF jo. pasal &4 ayat (1) RL
dan pasal 197 EUHAF:

MENGADIT LI

1. Menvatakan terdakwa NRIéEIﬁNTG tersebut diatas tidak terbuk

spcara sah dan mevakinkan bersalah melakukan perbdatan pidkle

talam dakluaan primsrs: o |

Membebaskan terdakwa dari cakwaan primer:

Mernvatalkan terdakwa KRISGIANTED terbukti secara saly dapn mey

Kinkan barealah melakukan tindak pidana “"Mengoerakkan 6ooe

rang vang belum dews ih atau sepatulinya dapat diduna kebios

digteasaannya orang itu dgan tidak bercacat kelakukannya und

72 s

melakukan abtau membrarkan dilakukan perbuoatan Sabul dengan

4
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